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ABSTRAK 
HENRY PURWOKO. D0103070. Skripsi. Judul Efektivitas Kemitraan Antar 
Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Surakarta 
Tahun 2016. Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu 
Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2010. 84 Halaman. 
 
Perubahan paradigma baru dalam implementasi kebijakan publik menuntut 
adanya peran serta dari masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kebijakan 
publik. Perubahan tersebut kemudian memunculkan fenomena kemitraan atau 
partnership. Salah satu wujud penerapannya dalam kebijakan publik adalah dalam 
pelaksanaan program KLA. 
Penelitian ini dilaksanakan pada kemitraan antar stakeholder di Kota 
Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 
keefektifan yang dicapai dari kemitraan tersebut dan hambatan-hambatan yang 
ditemui dalam kemitraan tersebut. Secara lebih spesifik penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana struktur jaringan dalam kemitraan KLA, bagaimana 
komitmen yang dibuat oleh para stakeholder KLA, bagaimana tingkat 
kepercayaan diantara stakeholder KLA, bagaimana tata kelola yang ada dalam 
kemitraan KLA, dan bagaimana para stakeholder dalam berbagi informasi yang 
dimiliki. Hal-hal tersebut merupakan bagian-bagian dalam pengukuran efektivitas 
kemitraan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang didapat dengan cara 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik cuplikan yang digunakan adalah purposive 
sampling dan juga snowball sampling. Validitas data dilakukan dengan cara 
triangulasi data. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan KLA Kota 
Surakarta belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan jaringan kemitraan akibat 
dari ketidakjelasan aturan yang ada dan dari manajemen jaringan kemitraan yang 
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buruk, kemudian hambatan juga dirasakan dalam penyebaran informasi yang 
diakibatkan adanya komunikasi yang terhambat. Namun upaya tim pelaksana 
pengembangan KLA Kota Surakarta untuk memperbaiki hal tersebut telah ada, 
yaitu dengan adanya kemauan dan komitmen dari masing-masing stakeholder 
untuk mewujudkan kota yang ramah bagi anak dan membawa perubahan terhadap 
kebijakan publik agar lebih responsif terhadap pengarusutamaan anak di kota 
Surakarta. 
Rekomendasi yang diberikan penulis agar kemitraan KLA Kota Surakarta 
dapat berjalan lebih efektif dimasa yang mendatang adalah dengan 
mengintensifkan komunikasi alternatif sebagai pengganti dari komunikasi secara 
formal yang selama ini masih digunakan dalam melakukan komunikasi antar 
stakeholder. Kemudian melakukan transfer pengetahuan dan informasi secara 
kontinyu bagi seluruh peserta agar terbangun sebuah transfer pengetahuan dan 
informasi yang lebih efektif. Selain itu Bapermas PP, PA, dan KB Kota Surakarta 
juga perlu melakukan inovasi-inovasi untuk memperbaiki pengelolaan jaringan 
kemitraan yang telah ada.  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
HENRY PURWOKO. D0103070. Thesis. Title Effectiveness of Inter-
Stakeholder Partnerships in Creating Cities Fit for Children (KLA) in 
Surakarta in 2016. State Administrative Studies Program. Department of 
Administrative Sciences. Faculty of Social and Political Science. Sebelas 
Maret University. Surakarta. 2010. 84 Pages.  
New paradigm shift in public policy implementation requires participation 
from the public and private sectors in the implementation of public policies. The 
amendment was then led to the phenomenon of partnership. One manifestation of 
public policy implementation in the implementation of the program is in the KLA.  
This research was conducted in partnership among stakeholders in 
Surakarta. The purpose of this study is to determine how the effectiveness of the 
partnership achieved and obstacles encountered in the partnership. More 
specifically the study was conducted to determine how the network structure 
within the KLA partnership, how the commitments made by stakeholders KLA, 
how the level of trust among stakeholders of the KLA, how corporate governance 
is in partnership KLA, and how the s takeholder in sharing proprietary 
information . These are the parts in measuring the effectiveness of the partnership.  
This research is a qualitative descriptive study. The data used consist of 
primary and secondary data, obtained by interview, and documentation. Sample 
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technique used was purposive sampling and snowball sampling. The validity of 
the data was done by triangulation of data. While data analysis is an analysis 
technique which is used interactively.  
The results showed that the implementation of the partnership Surakarta 
KLA has not been fully effective in managing the partnership network resulting 
from the existing rules and obscurity of bad management partnership network, and 
barriers were also felt in the dissemination of information resulting from the 
existence of an inhibited communication. But the executive team development 
efforts KLA Surakarta to fix it already exists, namely the existence of the will and 
commitment from each stakeholder to create a friendly city for the child and bring 
the changes to public policy to be more responsive to the mainstreaming of 
children in the city of Surakarta. 
The recommendation given to the author for the Surakarta KLA 
partnership may be more effective running a period to the next is to intensify 
communication alternatives in lieu of formal communications that have been used 
in communication between stakeholders. Then do the transfer of knowledge and 
information continuously for all participants to wake up a transfer of knowledge 
and information more effectively. In addition Bapermas PP, PA, and KB 
Surakarta also need to make innovations to improve the management of existing 
partnerships network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan 
Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen 
internasional tentang HAM. Perumusan naskah KHA dimulai sejak 1979, dan 
dalam waktu 10 tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1989, naskah akhir 
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konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1, KHA 
diberlakukan sebagai hukum HAM Internasional pada 2 September 1990. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam meratifikasi KHA dan 
diwujudkan melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. 
Dengan ikut meratifikasi KHA tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan 
sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam 
KHA. Sesuai dengan Pasal 49 ayat 2, KHA dinyatakan berlaku di Indonesia sejak 
tanggal 5 Oktober 1990. (www.mitrawacana.com)  
Ketentuan menyangkut hak-hak anak yang tercakup dalam Konvensi, 
terdapat pada Bagian I. Oleh Komite Hak Anak PBB, ketentuan-ketentuan 
menyangkut hak anak ini diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) kelompok atau 
cluster. Hak-hak tersebut meliputi: Hak sipil dan kemerdekaan, hak untuk 
lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti, hak kesehatan dan kesejahteraan 
dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Maka dengan mengacu 
kepada hasil dari KHA timbullah sebuah ide untuk merancang dan membuat kota 
yang layak dan ramah bagi anak program tersebut dinamakan Kota Layak Anak 
(KLA). Berbagai penelitian telah banyak dilakukan oleh para arsitek, perencana 
kota, perancang, psikolog, sosiolog, dan kriminolog yang berkaitan dengan anak 
dan kota, baik sebagai warga kota maupun pengguna ruang kota. Penelitian 
tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain kepentingan pemenuhan 
tugas akhir sebagai mahasiswa, dan kepentingan organsiasi atau lembaga dalam 
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rangka proyek dan atau pembangunan kota. Bila ditelusuri, penelitian tentang 
anak dan kota telah berlangsung sejak tahun 1970-an sampai sekarang. 
Penelitian yang sangat berpengaruh pada implementasi KHA dan 
kemudian diadopsi oleh UNICEF dan UNHABITAT melalui “Child Friendly 
City Inniciative” adalah penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lynch, arsitek dari 
Massachusetts Institute of Technology. Penelitian dengan judul ”Persepsi anak 
terhadap ruang” dilaksanakan di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico 
City, dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara dan menggambar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak 
adalah yang mempunyai: komuniti yang kuat secara fisik dan sosial, komuniti 
yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; adanya pemberian kesempatan pada 
anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari 
dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. 
(http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=97:kota-
layak-anak&catid=89:artikel&Itemid=121) 
   
Dalam mewujudkan KLA ada beberapa prasyarat untuk mencapainya, 
Pattilima menyebutkan sejumlah prasyarat yang dimaksudkan yaitu sebagai 
berikut: 
1. Adanya Kemauan dan komitmen pimpinan daerah: membangun dan 
memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat 
pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam 
dokumen peraturan daerah. 
2. Baseline data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan 
untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi. 
3. Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak 
dan orang dewasa. 
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4. Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya dan tersedianya 
peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak 
anak. 
5. Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang 
melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi 
mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya 
dalam proses pembuatan keputusan. 
6. Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat 
kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. 
7. Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam 
pemenuhan hak dan perlindungan anak. 
8. Institusi Perlindungan Anak: Adanya kelembagaan yang 
mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak. 
(http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&i
d=97:kota-layak-anak&catid=89:artikel&Itemid=121) 
Kesemua prasyarat diatas penting untuk dilaksanakan oleh setiap pemerintah 
daerah yang menghendaki terbangunnya KLA di wilayahnya. Dalam poin ke tujuh 
disebutkan mengenai kemitraan dan jaringan, hal ini dikarenakan melalui 
kemitraan dan jaringan ini maka akan mendorong pemanfaatan segala jalur 
partisipasi untuk menyejahterakan dan meningkatkan perlindungan hak anak. 
Beberapa penelitian mengenai pentingnya kemitraan dalam proses 
kebijakan telah dilakukan untuk menguji seberapa besar peran kemitraan dalam 
sebuah proses kebijakan dan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
kemitraan merupakan sebuah cara yang tepat bagi pemerintah untuk meredam 
konflik antara pemerintah dan stakeholder yang timbul akibat implementasi 
sebuah kebijakan dan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang dibawa 
oleh para stakeholder. Penelitian tersebut diantaranya adalah seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Utami & Sudarmo, dkk. (2006) dengan judul “Pemberdayaan 
Komunitas Sektor Informal Melalui Kemitraan Antar Stakeholder” dari hasil 
penelitian tersebut diungkapkan mengenai pentingnya kemitraan dalam 
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melakukan penataan PKL, dan pentingnya melibatkan semua pihak yang  
berkepentingan yaitu stakeholder seperti pemerintah eksekutif, DPR, masyarakat 
(LSM, Pakar), maupun PKL itu sendiri dalam bekerjasama untuk merumuskan 
cara penataan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian hasil penelitian 
Nurhaeni (2009) dengan judul “Kemitraan Antarstakeholders Pada Implementasi 
Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa 
Tengah”, menyimpulkan bahwa kemitraan antar stakeholders merupakan 
komponen kunci dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang 
pendidikan. Melalui kemitraan antar stakeholder terjadi transfer pengetahuan dan 
sumber-sumber antar stakeholder sehingga terjadi proses pembelajaran bersama 
antar stakeholder tentang kesetaraan gender dan memperkuat aliansi strategis 
untuk melakukan perubahan kebijakan pendidikan dari netral gender menjadi 
responsif gender.  
Penelitian-penelitian diatas menguatkan pendapat bahwa kemitraan 
merupakan hal yang penting dilakukan dalam proses perubahan kebijakan. 
Sedangkan dalam kaitannya dengan Kota Layak Anak masih sedikit sekali 
penelitian-penelitian yang dilakukan, khususnya yang menyangkut kemitraan 
yang dibangun, hal ini mungkin dikarenakan program KLA merupakan program 
yang masih terbilang baru di Indonesia khususnya di Kota Surakarta sehingga 
perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi untuk menganalisis kemitraan tersebut. 
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan baru mencakup masalah pendeskripsian 
mengenai KLA di Kota Surakarta dan belum masuk ke dalam masalah kemitraan 
KLA. Salah satu penelitian mengenai KLA di Kota Surakarta yang pernah 
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dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Tim Kajian KLA pada tahun 
2008. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui 
komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam pengembangan KLA, dan untuk 
melihat upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi indikator 
pengembangan KLA serta mengetahui peluang, tantangan dan hambatan 
pelaksanaan program KLA di Kota Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Tim 
Kajian KLA tersebut masih berupa penelitian yang bersifat umum dan tidak 
membahas mengenai kemitraan didalam program KLA. 
Kemitraan yang saat ini sedang dibangun oleh Pemerintah Kota Surakarta 
dalam mewujudkan program KLA di Kota Surakarta Tahun 2016 telah dimulai 
dari tahun 2006. Hal tersebut merupakan sebuah langkah awal yang baik yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan program 
KLA di Kota Surakarta. Langkah tersebut diawali dengan komitmen bersama 
yang kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya kontrak Memorandum of 
Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Surakarta 
dan para stakeholder yang terdiri dari Perguruan Tinggi (PT) dan LSM di Kota 
Surakarta yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Namun, walaupun 
demikian pelaksanaan kemitraan pada prakteknya bukanlah suatu hal yang mudah 
karena dibutuhkan kehendak atau kemauan yang kuat diantara kedua belah pihak 
dan juga komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengubah paradigmanya 
mengenai pengelolaan pemerintahan dari government kearah governance dalam 
mengimplementasikan kebijakan hal ini penting dalam membangun kemitraan 
tersebut. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah penelitian dengan tujuan 
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menganalisa bagaimanakah efektivitas kemitraan antar stakeholder dalam 
mewujudkan pembangunan KLA di Kota Surakarta pada tahun 2016, karena 
keefektifan kemitraan itu sendiri penting untuk memenuhi prasyarat dalam 
mewujudkan KLA di Kota Surakarta. Dengan dilatar belakangi masalah tersebut 
diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai kemitraan KLA 
tersebut. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 
dibuat perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah efektivitas kemitraan antar stakeholder yang telah 
dibangun dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta tahun 2016? 
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan 
kemitraan tersebut? 
C. Tujuan 
1. Menganalisis efektivitas kemitraan antar stakeholder yang dibangun 
dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta tahun 2016 dengan 
melihat pada aspek tujuan yang telah dicapai. 
2. Menganalisis berbagai hambatan yang dialami dalam proses 
kemitraan Kota Layak Anak. 
D. Manfaat 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai 
berikut : 
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1. Menambah pengetahuan dalam memahami fenomena kemitraan di 
dalam proses implementasi kebijakan. 
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kemitraan yang 
berhubungan dengan program Kota Layak Anak (KLA) sehingga 
pelaksanaan kemitraan dapat bekerja dengan baik sesuai yang 
diharapkan. 
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat digunakan 
untuk membantu penelitian selanjutnya yang sejenis. 
E. Tinjauan Pustaka 
1. Efektivitas Kemitraan dan Hambatannya 
a. Konsep Kemitraan Kolaborasi                                                                                                                                                                                   
Pendekatan teori jaringan (network) atau lebih dikenal dengan model inter-
organisasi merupakan pengembangan dari teori tradisional yaitu teori model intra-
organisasi. Teori ini merupakan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan 
yang timbul seiring dengan berkembangnya konsep good governance dalam ilmu 
administrasi, yang menekankan pada prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, 
akuntabilitas, rule of law, dan responsif. Adapun perbedaan antara model intra-
organisasi dan model inter-organisasi dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini: 
Tabel 1.1. Perbandingan Model Teori Organisasi 
      Model 
 
Dimensi 
Teori Organisasi Intra-
Organisasi 
Teori Organisasi Inter-
Organisasi 
Pelaku 
· Organisasi adalah unit 
yang koheren dan 
memiliki tujuan yang 
jelas 
· Organisasi adalah 
bagian dari jaringan 
organisasi 
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Sumber:  Diolah dari Kickert, Klijn, dan Koppenjan (1999) dalam 
Pratikno (2007) 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara teori intra organisasi dan teori inter organisasi dilihat dari berbagai dimensi 
seperti: pelaku, proses, keputusan, kekuasaan dan koordinasi serta informasi dan 
nilai. Organisasi menurut teori intra organisasi adalah unit koheren yang memiliki 
tujuan yang jelas dan sistem yang terstruktur serta terpusat sedangkan menurut 
teori inter organisasi, organisasi dianggap sebagai sebuah bagian dari jaringan 
Proses 
· Rasional, diatur dari 
atas, berorientasi tujuan, 
instrumentatif; 
· Perencanaan, 
pengorganisasian, dan 
pengontrolan. 
· Pertukaran 
sumberdaya dan 
Interaksi 
inter‐organisasional 
· Berdasarkan kontrak 
organisasional antar 
lembaga 
Keputusan 
· Hasil dari perumusan 
strategis dari otoritas 
pusat; 
· Ditujukan untuk 
mencapai tujuan yang 
telah dirumuskan. 
· Hasil dari negosiasi 
antar organisasi; 
· Ditujukan untuk 
melestarikan alur 
sumberdaya dan 
menjaga interaksi. 
Kekuasaan 
dan 
Koordinasi 
· Jelas, ada struktur 
otoritas yang hierarkis 
dan terpusat; 
· Kontrol menjadi 
mekanisme koordinasi 
· Tidak ada struktur 
otoritas;  
· Hubungan kekuasaan 
ditentukan oleh 
keperluan akan 
pertukaran 
sumberdaya 
Informasi 
dan nilai 
· Mencari informasi secara 
ilmiah; 
· Ada tujuan dan nilai 
yang jelas. 
· Informasi adalah 
sumber kekuasaan 
yang dimilki aktor 
yang secara beragam; 
· Nilai‐nilainya sering 
bertentangan 
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organisasi yang tidak memiliki struktur otoritas dan terbentuk karena adanya 
keperluan pertukaran sumberdaya. 
Istilah jaringan pertama kali dipakai dalam ilmu sosial yaitu antara tahun 
1940-an dan 1950-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan, 
kesalingterkaitan, dan dependensi personal. Kemudian istilah tersebut dipakai 
oleh ilmuwan politik pada tahun 1970-an karena istilah tersebut dianggap dapat 
menyediakan analisis yang lebih cair dan realistis tentang bagaimana orang 
berinteraksi di berbagai lapisan. (dalam Parsons, 2005:187)  
Kemudian lebih mendalam lagi penggunaan istilah jaringan dalam ilmu 
politik juga digunakan dalam teori implementasi program oleh Cheema dan 
Roddineli (1983). Menurut keduanya ada empat kelompok variabel yang dapat 
memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: (1) kondisi lingkungan; 
(2) hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi untuk implementasi 
program; (4) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana (lihat Subarsono, 
2005:101). Kemudian dari keempat kelompok variabel tersebut diperluas lagi 
menjadi beberapa sub yang salah satunya adalah efektivitas jejaring untuk 
mendukung program. Hal ini menunjukkan pentingnya jejaring atau jaringan 
dalam sebuah proses kebijakan. 
Pada awal mulanya jaringan merupakan sebuah proses yang dianggap 
sebagai hal yang berjalan secara alami namun, kemudian Hay and Richards 
(2000) berusaha merubah pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya 
yang menganggap jaringan adalah sebagai sebuah proses yang memiliki bentuk 
yang dinamis dan berubah-ubah sesuai siklus kemudian mereka menghadirkan 
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sebuah skema yang menggambarkan hal tersebut dan mengungkapkan sebagai 
berikut: 
“Our (partial) defence is that in acknowledging the contingency of network 
dynamics and the heuristic nature of the dynamic schema we present, we 
not only introduce a largely unacknowledged temporal aspect into a 
consideration of networks, but also present an open-ended view of network 
evolution. Although a series of stages are identified (heuristically) and 
although these stages are presented in a chronological order, we posit no 
inevitable logic or process driving networks from one stage to the next. 
The strength and utility of the model, we suggest, rests on an empirical 
observation: a succession of transitory stages which often combine to form 
a cyclical process” 
 
menurut keduanya jaringan memiliki bentuk yang dinamis dan berubah mengikuti 
alur evolusi yang selalu berulang-ulang (siklus). Dalam skema yang dihadirkan 
mereka tidak hanya aspek sementara yang sebagian besar tidak diketahui tetapi 
juga telah menghadirkan pandangan yang berakhiran terbuka dari evolusi 
jaringan. Kemudian walaupun dalam teori tersebut telah mengidentifikasi secara 
menyeluruh dan juga seluruh tahapan-tahapan dihadirkan menurut urutan 
kronologi waktu, namun mereka tidak mengemukakan kemungkinan adanya 
upaya mengendalikan jaringan dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya. Berikut 
adalah gambar dari skema yang diperkenalkan oleh Hay & Richard: 
 
 
 
Gambar 1.1. Skema Evolusi Jaringan Sebagai Proses Siklus 
 
 
3.network 
modification 
network 
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network 
realignment 
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2.network 
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Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 
- Tahap pra-jaringan (Pre-Network Stage) 
- Formasi jaringan (Network Formation) atau Modifikasi 
jaringan (Network Modification) 
- Jaringan sebagai praktek (Network as Practice) 
- Perubahan bentuk jaringan (Network Transformation) 
- Kegagalan jaringan (Network failure) 
- Penghentian jaringan (Network Termination) 
- Penyusunan kembali jaringan (Network Realignment) 
(lihat Hay & Richards, 2000:6-8) 
 
Menyadari bahwa implementasi program KLA adalah menyangkut hak-
hak anak yang meliputi berbagai bidang yang mendukung pertumbuhan dan 
perkembangan anak, yaitu seperti: kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan 
partisipasi anak, maka pembentukan jaringan dan kemitraan yang meliputi 
organisasi pemerintah dan non pemerintah di Kota Surakarta sangatlah 
diperlukan. Dengan kemitraan berdasarkan jaringan tersebut diharapkan dapat 
dapat memobilisasi seluruh mitra yang berpotensial dalam bidangnya untuk 
bersama-sama melaksanakan program KLA sehingga dapat mendukung 
implementasi program KLA di Kota Surakarta. Jaringan dan kemitraan tersebut 
dapat berubah dan bergerak secara dinamis hal ini bergantung kepada bagaimana 
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Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola kemitraan tersebut, dan juga 
komitmen dari masing-masing elemen dalam membangun kemitraan. 
Konsep jaringan dan kemitraan sangat diperlukan dalam upaya 
menciptakan good governance di suatu Negara. Untuk itulah maka Negara 
sebagai unsur yang memiliki kekuasaan harus mampu mendekatkan antara 
pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan 
sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya 
dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan 
untuk mengakomodasi kepentingan swasta dan masyarakat serta membangun 
konsensus antara pemerintah dan kedua unsur Negara yang lain. Peters dan Pierre 
(1998) (lihat Pratikno, 2007) menjelaskan bahwa:  
“kata kunci dari good governance adalah consensus bulding dan 
akomodasi kepentingan sebagai basis untuk membangun sinergi. Dalam 
pengertian ini, selain mengandaikan pada bekerjanya lembaga negara 
secara baik, definisi ini juga mendorong pada penguatan lembaga‐lembaga 
pasar dan civil society.”  
 
Jadi untuk membentuk good governance pemerintah perlu untuk membangun 
konsensus dengan swasta dan masyarakat. Untuk tujuan tersebut diatas maka 
muncullah kemitraan kolaborasi sebagai sebuah pola baru dalam membangun 
bangsa. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya reformasi dalam tubuh 
administrasi publik khususnya dalam pelaksanaan kebijakan publik.  
Secara mudah kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama antara dua atau 
bahkan lebih organisasi-organisasi yang mengumpulkan dan menyatukan 
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sumberdaya untuk mengejar tujuan bersama. Sedangkan pengertian kemitraan 
dilihat dari perspektif estimologis diadaptasi dari kata partnership, dan berasal 
dari kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau 
kompanyon”. Kemudian partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau 
perkongsian (Sulistiyani, 2004: 129). Sulistiyani (2004: 192) mendefinisikan 
kemitraan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang 
membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling 
membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu 
bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang 
lebih baik. 
Tujuan dan manfaat dibentuknya kemitraan secara umum adalah untuk 
mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak 
yang bermitra. Dalam sebuah kemitraan kedua belah pihak saling diuntungkan. 
Hafsah (2000: 54-62) mengemukakan mengenai manfaat yang dapat diperoleh 
dalam kemitraan beberapa diantaranya yaitu :  
a. Kemitraan dapat meningkatkan produktivitas organisasi 
b. Kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih 
efisien 
c. Kemitraan mengurangi beban risiko yang ditanggung oleh organisasi 
dengan membaginya 
d. Kemitraan memberikan dampak sosial yang besar 
 
Tujuan dibentuknya kemitraan selain untuk memberikan keuntungan 
ataupun nilai lebih kepada kedua belah pihak juga adalah sebagai wadah untuk 
memfasilitasi transfer pengetahuan dan transfer sosial. Hal tersebut dijelaskan 
oleh Mc. Adam dan Reid (2000) (dalam Nurhaeni 2009:1187) sebagai berikut:  
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“tujuan pokok dari kemitraan antara pemerintah dengan stakeholder adalah 
memfasilitasi transfer pengetahuan dan transfer sosial berbasis ilmu 
pengetahuan yang efektif antarstakeholders dengan pemerintah.” 
 
Kemudian Riege dan Lindsey (2006) (dalam Nurhaeni, 2009:1186) 
mengemukakan pentingnya pengembangan kebijakan publik melalui knowledge 
based partnerships with stakeholders atau pengetahuan berbasis kemitraan dengan 
para stakeholder sebagai berikut: 
“every public sevice involves a wide range of relationships between policy 
makers and stakeholders, and enhanced partnerships with those 
stakeholders potentially provides a cost-effective way of obtaining good or 
better quality knowledge in an increasingly resources constrained-
environment” 
  
Menurut keduanya kemitraan antara pembuat kebijakan dan stakeholder 
merupakan cara yang lebih efektif agar pembuat kebijakan dapat memperoleh 
pengetahuan yang lebih baik dalam meningkatkan sumberdaya yang terbatas. 
Terlalu banyaknya stakeholder yang menjadi pendukung KLA, dan juga 
terlalu luasnya isu yang diangkat dalam KLA menjadikan kemitraan kolaborasi 
sebagai bentuk kemitraan yang ideal bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam 
membangun KLA di Surakarta. Karena pada umumnya kolaborasi dipandang 
sebagai respon dari organisasi publik dalam menghadapi perubahan ataupun 
pergeseran lingkungan kebijakan yang hal tersebut dapat berupa meningkatnya 
jumlah aktor kebijakan, meluasnya isu-isu sehingga keluar dari batas normal, 
diluar kapasitas pemerintah daerah atau kota dan pemerintah pusat dan inisiatif 
spontan masyarakat semakin meluas. Kolaborasi dilakukan agar pemerintah dapat 
tetap aktif dan tetap efektif dalam suatu lingkungan manajemen publik yang 
kompleks. (dalam Sudarmo, 2009: 123) 
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Isu KLA yang masih belum jelas penanganannya dalam sudut pandang 
Pemerintah Kota Surakarta membutuhkan pengelolaan dan penataan yang baik. 
Untuk itulah maka dibutuhkan pembentukan kolaborasi karena kolaborasi 
menurut Sudarmo (2009: 123-124): 
 “dipandang sebagai gambaran tentang cara mengelola, me-manage, 
menata, atau menangani sesuatu isu atau persoalan tertentu yang sifatnya 
kabur dan tidak jelas yang memiliki implikasi bahwa ukuran-ukuran 
(standar-standar) dan relevansi dari wilayah isu yang satu ke wilayah isu 
lainnya secara berbeda-beda. Dengan demikian, kolaborasi berbeda-beda 
dari sebuah wilayah isu tertentu ke isu lain dan dari satu sektor ke sektor 
lain.” 
 
Kemudian alasan diciptakannya kolaborasi disebutkan oleh  Ansell & Gash 
(2009) (dalam Sudarmo, 2009: 124) adalah sebagai berikut: (1) kompleksitas dan 
saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antar kelompok kepentingan 
yang bersifat laten dan sulit diredam, dan (3) upaya mencari cara-cara baru 
mencapai legitimasi politik. 
Menurut DeSeve (2007) (dalam Sudarmo, 2009: 127-128) beberapa 
elemen penting yang berkontribusi dalam keefektifan sebuah kemitraan kolaborasi 
yaitu sebagai berikut: 
(1) Networked structure (jaringan terstruktur) menjelaskan tentang 
deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan 
elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang 
mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. 
(2) Commitment to common purpose mengacu pada alasan mengapa 
sebuah network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah 
network harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk 
mencapai tujuan-tujuan positif. 
(3) Trust among the participants (kepercayaan diantara para partisipan), 
didasarkan pada hubungan professional atau sosial; keyakinan bahwa 
para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-
usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai 
tujuan bersama. 
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(4) Governance sebagai salah satu unsur bagi berhasilnya sebuah jaringan 
(network) atau kolaborasi, mencakup beberapa faktor termasuk: 
a. Boundary dan exlusivity, yang menegaskan siapa yang termasuk 
anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota; 
b. Rules (aturan-aturan) yang menegaskan sejumlah pembatasan-
pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa 
mereka akan dikeluarkan jika perilaku menyimpang (tidak sesuai 
atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui 
bersama); dengan demikian ada aturan main yang jelas tentang apa 
yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, 
ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang dan apa yang 
dipandang masih dalam batas-batas kesepakatan; 
c. Self determination yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana 
network akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk 
menjalankannya; 
d. Network management yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/ 
tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas dan pemeliharaan 
organisasi. 
(5) Access to authority (akses terhadap otoritas), yakni tersedianya 
standar-satandar (ukuran-ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang 
jelas yang diterima secara luas. 
(6) Distributive accountability/responsibility (pembagian akuntabilitas/res-
ponsibilitas), yakni berbagi governance (penataan, pengelolaan, 
manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) dan 
berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota 
jaringan; dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. 
(7) Information sharing (berbagi informasi) yakni kemudahan akses bagi 
para anggota, perlindungan privacy (kerahasiaan identitas pribadi 
seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang 
bisa diterima oleh semua pihak. 
(8) Access to resources (akses sumber daya), yakni ketersediaan sumber 
keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan network. 
 
b. Hambatan dalam Kemitraan Kolaborasi 
Dalam pelaksanaannya, kolaborasi memiliki beberapa faktor yang dapat 
menjadi hambatan yang kemudian dapat menyebabkan kegagalan kolaborasi. 
Penelitian mengenai terhambatnya pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan di 
Canada menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya proses 
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kolaborasi yaitu faktor budaya, institusi-institusi dan politik (Government of Canada, 
2008; Sudarmo, 2009; Sudarmo, 2009a) (dalam Sudarmo, 2009: 130-131). Berikut 
penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut: 
1) Budaya: budaya merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat 
sekaligus pendukung bagi kolaborasi karena budaya organisasi yang 
dibawa oleh masing-masing organisasi dapat memberikan makna bagi 
sebuah kolaborasi. Beberapa budaya yang dapat menghambat 
kolaborasi menurut Sudarmo dengan mengadopsi hasil penelitian dari 
Government of Canada dan juga penelitiannya sendiri adalah sebagai 
berikut (lihat Sudarmo, 2009: 130): 
a) Ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko 
merupakaan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektivitas 
kolaborasi (Government of Canada, 2008); 
b) Lingkungan organisasi publik yang menciptakan penolakan untuk 
melakukan pengorganisasian/ penyusunan cara-cara kerja yang fleksibel dan 
praktis yang sebenarnya bisa dilakukan melalui kolaborasi, namun dalam 
kenyataannya justru menimbulkan ketergantungan terhadap pihak lain. 
(Government of Canada, 2008) 
c) Masih dipertahankanya pendekatan “top down” oleh pihak pemerintah 
ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, dan tidak menjalankan 
kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama dan egalitarian sebagaimana 
yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi (Government of 
Canada, 2008); 
d) Adanya pandangan bahwa partisipasi dari kelompok kepentingan atau 
stakeholders lainnya tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh 
kelompok dominan/pihak pemerintah (Sudarmo, 2009). 
 
2) Institusi-institusi: faktor institusi-institusi pelaku kolaborasi juga 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi yang terbentuk 
karena organisasi khususnya organisasi publik memiliki sistem dan 
struktur yang berbeda dengan sistem dan struktur yang biasa 
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digunakan dalam kolaborasi sehingga memerlukan sebuah penyesuai-
an, namun hal ini terkadang tidak berjalan sehingga sering 
menimbulkan kegagalan sebuah kolaborasi. Beberapa perbedaan 
struktur institusi yang dapat menjadi penghambat bagi efektivitas 
kemitraan adalah sebagai berikut (dalam Sudarmo, 2009: 130-131): 
a) kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas (yang kadang tidak 
memerlukan aturan ketat secara formal dan kadang juga tidak perlu 
mengikuti proses tradisional yang biasa dilakukan dalam keseharian atau 
sesuai standard operating procedure yang biasa terjadi dalam organisasi 
publik yang mekanistik), tidak bisa menggantikan tujuan-tujuan yang 
ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan negara demokratis pada 
umumnya (Government of Canada, 2008) 
b) Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi-oranisasi milik pemerintah) 
cenderung kaku, yakni hanya mengacu pada akuntabilitas pada organisasi 
atau atasan saja, atau aturan yang berlaku saja, sehingga akuntabilitas dalam 
konteks ini lebih menekankan pada responsibilitas. Padahal isu akuntabilitas 
sangat kompleks. (Government of Canada, 2008) 
c) Hambatan lainnya bagi kolaborasi adalah terjadinya dan kakunya “batasan 
definisi” dan “kondisi” yang ditentukan pihak pemerintah. (Government of 
Canada, 2008). 
d) Disamping itu, masih ada kemungkinan hambatan lainnya adalah tidak 
terlihatnya atau belum dikembangkannya strategi-strategi inovatif; dan 
kalaupun ada inovasi-inovasi yang dilakukan, tidak mencerminkan investasi 
dana publik secara substansial; bahkan dana-dana tersebut kemungkinan ada 
di luar pengamatan, terutama jika dana-dana tersebut membuahkan hasil-
hasil positif.   
 
3) Faktor politik: politik merupakan sebuah cara untuk memperoleh yang 
diharapkan dan hal ini memiliki hubungan dengan kepemimpinan 
yaitu bagaimana seorang pemimpin dapat mencari cara agar tujuan 
dapat tercapai. Efektivitas kemitraan kolaborasi sangat dipengaruhi 
oleh pemimpin dari masing-masing kelompok seperti yang 
diungkapkan Sudarmo (2009: 131) berikut ini: 
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“…kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompok-
kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif. Demikian pula, 
kolaborasi bisa gagal karena adanya perubahan kesepakatan yang telah 
disetujui diawal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru 
yang berbeda-beda diantara stakeholders termasuk para pemimpin masing-
masing kelompok (Sudarmo, 2009a).” 
 
2. Stakeholder 
Lembaga Institut Riset Stanford mendefinisikan stakeholder sebagai 
"those groups without whose support the organization would cease to exist." 
(suatu kelompok yang tanpa dukungannya sebuah organisasi akan berhenti untuk 
tetap eksis) kemudian terminologi tersebut dikembangkan oleh Freeman (lihat 
stakeholders dalam www.wikipedia.com). Dalam perkembangannya terminologi 
stakeholder hingga saat ini sudah sangat populer dan telah digunakan oleh banyak 
pihak dalam hubungannya dengan berbagai konteks disiplin ilmu, misalnya 
manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, 
hukum dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga publik juga telah menggunakan 
secara luas istilah stakeholder ini kedalam proses-proses pengambilan dan 
implementasi keputusannya. Secara sederhana stakeholder sering dinyatakan 
sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu, 
kepentingan dan atau rencana tertentu. (lihat Wahyudi dan Azheri, 2008:73). 
Beberapa definisi yang penting dikemukakan oleh para ahli seperti 
Freedman (1984) yang mendefinisikan stakeholder yaitu “Any group or individual 
who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.” 
Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat 
mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu dari 
organisasi. (baca Freeman,1984:37 dalam Wahyudi & Azheri, 2008:73) Pendapat 
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Freeman disini mendasarkan pada hubungan antara kelompok dan atau individual 
dengan tujuan dari organisasi. Sedangkan Biset (1998) secara singkat 
mendefinisikan stakeholder merupakan “orang dengan suatu kepentingan atau 
perhatian pada permasalahan tertentu”. (Wahyudi dan Azheri,2008:73). Jadi Biset 
disini mendefinisikan stakeholder menurut hubungan antara orang dengan 
kepentingan dan atau perhatian pada suatu isu atau permasalahan tertentu.  
Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu 
sebagaimana dikemukakan Freedman yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan 
terhadap isu sedangkan Grimble dan Wellard (1996) melihat Stakeholder dari segi 
posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki (lihat Ramirez, 1999; Buckles, 
1999:67 dalam Wahyudi & Azheri, 2008:74). 
Stakeholder dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok hal ini 
berdasarkan dari segi mana kita melihat stakeholder, Menurut ODA (1995) dalam 
Wahyudi & Azheri (2008), jika dilihat dari berbagai kebijakan, program, dan 
proyek pemerintah (publik) stakeholder dapat dikelompokkan atas 3 hal yaitu: 
1. Primer Stakeholders 
Stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan 
suatu kebijakan, kegiatan, program, dan atau proyek tertentu. Mereka 
antara lain: 
a) Masyarakat dan tokoh masyarakat 
b) Pihak Manajer publik 
2. Secondary Stakeholders 
Stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung 
terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki 
kepedulian (concern) dan keprihatinan. Mereka terdiri dari:  
a) Lembaga (aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak 
memiliki tanggung jawab langsung 
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b) Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak 
memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan 
keputusan  
c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat: LSM yang 
bergerak di bidang yang sejalan dengan rencana, manfaat, 
dampak yang muncul yang memiliki “concern” (termasuk 
organisasi massa yang terkait). 
d) Perguruan Tinggi : kelompok akademisi ini memiliki pengaruh 
penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. 
e) Pengusaha (Badan usaha) terkait. 
3. Key Stakeholders 
Stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal 
pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur 
eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stakeholder 
kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah 
kabupaten.  
Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu atau 
suatu permasalahan dan mereka dapat terpengaruh dan mempengaruhi terhadap 
hasil keputusan mengenai isu dan atau permasalahan tersebut. Dalam 
pembentukan kebijakan publik sendiri masuknya stakeholder sebagai “pihak” 
dalam pembentukan kebijakan sangat penting karena sesungguhnya merekalah 
yang bisa membantu pembentuk kebijakan dan perancang untuk memutuskan 
apakah memang suatu peraturan itu dapat dilaksanakan (applicable) dan memang 
menyelesaikan masalah sosial yang ingin diselesaikan atau tepat sasaran.  
Sedangkan dalam program KLA stakeholder memiliki peranan dalam 
seluruh proses kebijakan mulai dari menganalisis masalah, merencanakan 
program, memonitoring pelaksanaan dan juga evaluasi program. Hal ini 
dikarenakan mereka memiliki informasi dan jaringan yang luas, dan hal tersebut 
sangat dibutuhkan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surakarta dalam 
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mengimplementasikan program KLA. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta 
membutuhkan dukungan yang cukup dari stakeholder dalam membangun KLA. 
Dengan alasan tersebut kemudian dibangunlah sebuah kemitraan antara 
Pemerintah Kota Surakarta dengan para stakeholder tersebut dalam upaya 
mewujudkan KLA di Kota Surakarta pada tahun 2016. Hubungan antara 
pemerintah kota dengan stakeholder dalam KLA Kota Surakarta dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2. Stakeholder Kota Layak Anak 
(Sumber: Diadopsi dari Wikipedia.com) 
 
Dalam gambar tersebut terdapat dua kelompok stakeholder yaitu internal 
dan eksternal. Kelompok internal stakeholder yaitu stakeholder yang merupakan 
unsur-unsur didalam pemerintahan seperti Pemerintah pusat, dinas-dinas terkait 
dan DPRD sebagai legislatif yang membantu pemerintah daerah dalam membuat 
dan mengesahkan kebijakan-kebijakan mengenai KLA. Sedangkan eksternal 
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stakeholder adalah stakeholder yang berasal dari unsur-unsur diluar pemerintah 
daerah atau biasa juga disebut Non Government Organizations (NGO). 
Menurut Kim (2000) saat ini negara dalam hal ini pemerintah sudah tidak 
lagi menjadi institusi satu-satunya yang menjadi penyedia layanan yang sah di 
ranah publik. Namun, masyarakat sipil dengan organisasi yang dinamakan 
organisasi non pemerintah (NGO) telah berkembang sebagai lembaga unggul 
yang sekarang mengambil alih fungsi publik dengan inisiatif pribadi. 
“The state is no longer the sole guardian and provider of forms and 
institutions to constitute the public domain. Instead, civil society and its 
prominent organizations, namely non-governmental organizations 
(hereafter NGOs) have emerged as an institutional hybrid that undertakes 
public functions with private initiatives” 
 
Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi NGO sebagai eksternal  stakeholder 
seringkali ikut dalam proses-proses kebijakan publik dan salahsatunya adalah 
keikutsertaan mereka dalam pengembangan KLA di Kota Surakarta ini. 
3. Kota Layak Anak (KLA) 
a. Konsep Anak 
Menurut The Minimum Age Convention nomor 138 (1973), pengertian 
tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya 
berdasarkan Keppres nomor 39 tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi dari 
Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak (KHA) (1989) 
menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. 
Sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 
antara 0 ampai dengan 18 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa 
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definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang menjadi dasar pertimbangan 
penentuan batas usia tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak 
(KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 
Tahun 1990. Sementara itu di dalam Undang-undang yang lain yakni Undang-
Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, definisi anak 
adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan dibatasi dengan syarat “dan 
belum pernah kawin”. Walaupun didalam UU Kesejahteraan anak dan UU 
Pengadilan Anak usia anak dibatasi dengan syarat “dan belum pernah kawin” 
namun UU Perlindungan Anak tidak mensyaratkan “belum pernah kawin” dalam 
menentukan batas usia anak agar undang-undang ini dapat memberikan 
perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya diskriminasi antara yang 
sudah kawin dan yang belum pernah kawin dimana persyaratan tersebut lebih 
menekankan pada segi legalistiknya, sedangkan dalam perlindungan anak 
penentuan batas usia anak lebih dititikberatkan pada aspek untuk melindungi anak 
agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabatnya. 
Jika dicermati dari pengertian-pengertian diatas, maka secara keseluruhan 
dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 
tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan 
pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan 
kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang 
umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun. 
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Menurut Leksono (2003) (lihat Tim Kajian Kota Layak Anak Kota 
Surakarta, 2008:16) bahwa dalam memahami persoalan anak haruslah mulai dari 
pendekatan atau kacamata dengan memperhatikan tempat dan wilayah di mana 
dia tinggal dan hidup saat ini, dan kemudian dia mendefinisikan anak-anak 
sebagai berikut: 
 “Anak-anak bukanlah tubuh kecil yang semata-mata memerlukan 
makanan dan obat-obatan atau pendidikan. Mereka adalah manusia kecil 
yang semula hidup di dalam dengan tradisi yang khas, dan dalam 
komunitas-komunitas yang khas pula. Mereka mempunyai cita-cita dan 
harapan, serta kemampuan bertahan yang sesungguhnya bisa 
dikembangkan. Maka penting betul untuk menyediakan kesempatan 
mendengarkan anak-anak ini; untuk bersedia melihat persoalan anak-anak 
ini sepenuhnya demi kepentingan anak-anak itu sendiri. Di dalam semua 
tindakan menyangkut anak maka semua pertimbangan haruslah didasarkan 
atas the best interest of the children.”  
 
Kemudian Herlina (2003) (lihat Tim Kajian Kota Layak Anak Kota 
Surakarta, 2008:16) dengan mengacu kepada UU No.23 tahun 2002 menjelaskan 
mengenai konsep perlindungan anak yaitu sebagai berikut:  
“dengan mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak maka didefinisikan bahwa konsep perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang wajib dan 
bertanggung jawab memberikan perlindungan negara dan Pemerintah, 
masyarakat, serta orang tua dan keluarga. Semua bentuk perlindungan 
didasarkan pada asas Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip-
prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA)”.  
 
Unicef dalam buku panduannya menyebutkan bahwa istilah “perlindungan 
anak” (child protection) digunakan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda 
di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam buku panduan ini, istilah tersebut 
mengandung arti perlindungan dari kekerasan, abuse, dan eksploitasi. Dalam 
96 
 
bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap 
hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak 
lainnya dan menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka 
butuhkan agar mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. 
(http://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf) 
b. Konsep KLA 
Dengan memahami pengertian mengenai konsep anak diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa permasalahan perlindungan anak mencakup masalah penting 
dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku 
dalam masyarakat. Untuk menyatukan isu anak serta pemenuhan hak anak 
kedalam suatu program perencanaan pembangunan di kabupaten / kota maka 
dikembangkan program Kota Layak Anak (KLA). Program KLA ini 
diimplementasikan melalui pemerintah kabupaten / kota yang digabungkan ke 
dalam mekanisme dan kerangka kerja institusi yang telah ada. 
KLA merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (KPP RI) 
tahun 2005 melalui Kebijakan KLA. Karena alasan untuk mengakomodasi 
pemerintahan kabupaten, belakangan istilah KLA menjadi Kabupaten/Kota Layak 
Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Tujuan dilaksanakannya program 
KLA di Indonesia, menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia 
Hatta, adalah agar pemerintah kabupaten dan kota dapat meramu semangat 
perlindungan terhadap anak sebagai kegiatan untuk menjamin perlindungan anak 
dan hak-haknya sehingga diharapkan anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang 
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serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 
serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 
(www.tempointeraktif.com).  
Program KLA baru dikembangkan di sebagian kecil wilayah Indonesia. 
Menurut dr. Surjadi Soeparman, Deputi Bidang Perlindungan Anak, KPP RI, 
sejak 2006 menunjuk 7 Kota dan 8 Kabupaten sebagai tempat ujicoba. 
Sebelumnya, tahun 2005, dikembangkan di lima kota, yaitu Kota Solo 
(Surakarta), Jambi, Gorontalo, Sidoarjo, serta Kutai Kartanegara. Tahun 2007, 
giliran Kota Padang, Pontianak, Kupang, Manado, Malang, Kabupaten Aceh 
Besar, Lampung Selatan, Ogan Komering Ilir, serta Karawang yang mendapatkan 
kesempatan mengembangkan KLA (www.semarang.go.id).  
Menurut Kementerian Negara Pemberdayaan perempuan, KLA adalah 
kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sehingga setiap anak 
memiliki beberapa hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kota ataupun 
kabupaten. Hak-hak tersebut yaitu adalah sebagai berikut: 
1. memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara 
pribadi maupun terwakilkan, terkait dengan kebijakan pengembangan 
kota, fasilitas kota dan pelayanan kota. 
2. mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan 
keluarga, komuniti sosial lainnya. 
3. menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. 
4. memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kota yang 
berkualitas (sarana air bersih, rumah bermain, jalur sekolah) persyaratan 
keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kemudahan dan 
persyaratan kenyamanan. 
5. setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa 
memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan. 
(KPP RI 2007 dalam Tim Kajian KLA Kota Surakarta) 
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Kemudian dengan memperhatikan hak-hak tersebut diatas maka KLA 
diwujudkan dengan: 
1. menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi 
yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan. 
2. menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak. 
3. menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga 
memungkinkan anak dapat berkembang. Anak dapat berekreasi, belajar, 
berinteraksi sosial, berkembang psikososial dan ekspresi budayanya. 
4. keseimbangan dibidang sosial, ekonomi dan terlindungi dari pengaruh 
kerusakan lingkungan dan bencana alam. 
5. memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan 
bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa 
dukungan orang tua. 
6. adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan 
keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. ( KPP 
RI 2007 dalam Tim Kajian KLA Kota Surakarta) 
 
Dalam pelaksanaannya, KLA mempunyai sifat yang harus diperhatikan oleh 
institusi pelaksana dilapangan. KLA harus bersifat non diskriminasi, dalam 
memperlakukan anak tidak ada perbedaan suku, agama, ras, gender, kecacatan, 
karena semua yang dilakukan dalam KLA adalah kepentingan terbaik untuk anak. 
Anak menjadi tujuan utama dalam setiap kegiatan yang berurusan dengan anak 
oleh karena itu maka hak dan kepentingan anak perlu diprioritaskan dalam 
program ini. Program dan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan dan akan 
dilakukan oleh pemerintah di segala sektor harus memprioritaskan kehidupan 
anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua hal itu didasarkan pada 
pendapat bahwa setiap anak seperti juga warga negara yang lain mempunyai hak 
untuk hidup dan berkembang secara maksimal. Untuk mencapai hal tersebut 
dibutuh-kan kondisi yang mendukung kebutuhan mereka. Perkembangan anak 
bukan hanya secara fisik tetapi juga mental, spiritual, moral, dan psikologi. 
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Pemenuhan kebutuhan anak harus dilakukan di semua sektor yang 
mendukung dan membantu perkembangan mereka dan hal tersebut seharusnya 
melibatkan anak. Anak perlu didengar dan dihormati suaranya. Hal ini 
dimaksudkan agar nantinya dalam pelaksanaan program sesuai kebutuhan anak. 
Kebutuhan anak ber-macam-macam dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, 
perlin-dungan hukum, ekonomi, serta fasilitas pendukung lainnya. 
Dengan berdasarkan kepada 7 aspek yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) yang meliputi aspek 
kesehatan, sosial, pendidikan, hak sipil dan partisipasi, perlindungan hukum, 
perlindungan ketenagakerjaan, serta infrastruktur. Maka Pemerintah Kota 
Surakarta telah menetapkan delapan bidang yang diprioritaskan dalam 
membangun KLA di Kota Surakarta ke delapan bidang tersebut adalah: 
Pendidikan, Kesehatan, Hak Sipil dan Kebebasan, Partisipasi Anak, Sosial, 
Perlindungan Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perlindungan 
Korban ESKA di Surakarta. Bidang-bidang tersebut dipilih berdasarkan kasus-
kasus ataupun masalah-masalah tentang anak yang sering terjadi di Kota 
Surakarta. 
KLA berusaha menjawab dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi 
pengembangan dan kelangsungan hidup anak. Misalnya saja kebutuhan anak akan 
pendidikan, dalam KLA terwujud dalam penyelenggaraan pendidikan usia dini 
(PAUD) sampai wajib belajar 9 tahun. Pendidikan bagi penyandang kebutuhan 
khusus juga menjadi bagian dari pengembangan KLA. Mereka berhak untuk 
mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lainnya. 
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Bidang kesehatan juga memegang peranan yang penting untuk 
kelangsungan hidup anak. Dari anak masih dalam kandungan sampai menginjak 
dewasa memerlukan pelayanan  kesehatan. Lingkungan sekitar anak dimana dia 
tinggal juga mempengaruhi kesehatan anak, sehingga pemeliharaan kesehatan 
juga berperan dalam tumbuh kembang anak. 
Sarana lain yang dibutuhkan anak adalah fasilitas yang dapat digunakan 
untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Ruang publik dimana hak 
anak dapat terpenuhi, seperti hak bermain, hak menikmati  fasilitas umum seperti 
mall, pasar dan lain sebagainya. Anak juga membutuhkan rasa aman baik selama 
disekolah maupun diluar sekolah. Zona aman sudah mulai dikembangkan 
disekitar sekolah. Berbagai organisasi dan lembaga dibentuk oleh Pemerintah 
Daerah (Pemda) untuk melindungi anak dari berbagai permasalahan. 
Semua kegiatan ini dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan anak. 
Walaupun belum sepenuhnya terpenuhi namun Pemerintah Kota Surakarta beserta 
stakeholder masih terus berupaya untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan 
dalam memenuhi semua prasyarat KLA dimulai dari kebutuhan dasar sampai 
dengan kebutuhan agar anak dapat berkembang secara optimal. Kebutuhan anak 
merupakan tujuan utama dari setiap program yang dijalankan oleh semua dinas 
dan stakeholder yang terkait dengan anak untuk mengembangkan KLA di 
Surakarta. 
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F. Kerangka Pemikiran 
Program Kota Layak Anak (KLA) merupakan program pengarusutamaan 
hak anak yang di canangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) 
yang sekarang menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (KPPPA) yang mulai dicanangkan pada tahun 2005. Program tersebut mulai 
dicanangkan kepada beberapa kabupaten/ kota di Indonesia yang telah terpilih 
oleh KPPPA termasuk Kota Surakarta. Menurut Pattilima terdapat beberapa 
prasyarat agar program KLA dapat berhasil dijalankan (lihat kembali hal. 3) salah 
satu prasyarat tersebut adalah adanya kemitraan dan jaringan antara pemerintah 
dan stakeholder dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini 
dikarenakan adanya keterbatasan informasi dan pengetahuan serta keterbatasan 
sumberdaya khususnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah. 
Pelaksanaan program KLA sangat membutuhkan sumberdaya yang banyak 
baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sehingga 
membutuhkan peranserta dari semua pihak baik itu pemerintah maupun 
stakeholder. Stakeholder memiliki lebih banyak informasi dan juga pengetahuan 
yang berguna bagi pemerintah dalam melaksanakan program KLA, selain itu 
dengan sumberdaya yang dimiliki oleh para stakeholder juga dapat meringankan 
dan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan dan merealisasikan program 
KLA. Oleh karena itu maka pemerintah membutuhkan stakeholder sebagai mitra 
yang dapat membantunya melaksanakan dan merealisasikan program KLA 
tersebut. 
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Untuk merespon perubahan lingkungan yang bergejolak maka kemitraan 
kolaborasi dianggap sebagai cara yang tepat untuk dilakukan oleh organisasi 
mengatur, mengelola dan me-manage Agar program KLA dapat berjalan dengan 
baik maka kemitraan yang dibangun harus efektif, karena secara tidak langsung 
proses kemitraan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sebuah program. 
Untuk mengetahui kemitraan KLA telah berjalan efektif atau tidak maka 
diperlukan pengukuran efektivitas kemitraan. Sedangkan untuk mengukur 
efektivitas kemitraan diperlukan pendekatan yang akan berfungsi sebagai alat 
untuk mengukur efektivitas kemitraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
yang digunakan dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu pendekatan nilai-
nilai bersaing. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membandingkan antara 
tujuan yang disepakati dengan hasil yang telah dicapai saat ini, dan juga akan 
dianalisis sistem yang telah dibangun oleh pemerintah dan stakeholder dalam 
kemitraan tersebut. 
Efektivitas kemitraan kolaborasi menurut DeSeve (2007) (lihat Sudarmo, 
2009:127-128) akan dapat tercapai jika beberapa unsur dibawah ini dapat 
terpenuhi yaitu: 
1. networked strucuture 
2. commitment to a common purpose, 
3. trust among the participants, 
4. governance termasuk: 
a. boundary and exclusivity 
b. rules 
c. self determination 
d. network management 
5. access to authority, 
6. distributive accountability/ responsibility, 
7. information sharing, 
8. access to resources.  
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Sehingga untuk mengetahui efektivitas kemitraan dalam program pengembangan KLA di 
Surakarta hal-hal tersebut diatas perlu untuk dilakukan penelitian. Namun dalam penelitian ini 
tidak semua unsur tersebut akan digunakan untuk menguji keefektifan kemitraan program 
pengembangan KLA di Surakarta hal ini dikarenakan tidak tersedianya data yang diperlukan 
akibat tidak dapat diaksesnya data tersebut oleh peneliti, elemen tersebut adalah akses otoritas 
dan distribusi akuntabilitas/ responsibilitas . 
Di dalam program KLA di Kota Surakarta terdapat dua jenis stakeholder 
yang kemudian saling bermitra karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 
mendukung program perlindungan anak. Kedua stakeholder tersebut yaitu 
stakeholder internal dan eksternal. Kelompok internal stakeholder yaitu 
stakeholder yang merupakan unsur-unsur didalam pemerintahan seperti 
Pemerintah pusat, dinas-dinas terkait dan DPRD sebagai legislatif yang membantu 
pemerintah daerah dalam membuat dan mengesahkan kebijakan-kebijakan 
mengenai KLA. Sedangkan eksternal stakeholder adalah stakeholder yang berasal 
dari unsur-unsur diluar pemerintah yang memiliki kepentingan dan kepedulian 
terhadap masalah anak.  
Hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam kemitraan kolaborasi juga 
akan mempengaruhi efektivitas sebuah kemitraan yang hal ini akan berdampak 
terhadap keberhasilan kemitraan. Faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik 
sangat berpengaruh dalam keberhasilan kemitraan kolaborasi sehingga perlu 
diteliti apakah hambatan-hambatan tersebut juga dialami dalam kemitraan 
pengembangan KLA Kota Surakarta. Kemudian dari analisis tersebut akan 
dihasilkan sebuah solusi yang dapat mengatasi semua hambatan-hambatan yang 
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Tujuan: 
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akan dihadapi dalam kemitraan tersebut. Untuk lebih jelasnya maka kerangka 
pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
Gambar 1.3. Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai sifat-sifat, 
fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini 
peneliti berusaha mendiskripsikan secara mendalam tentang keefektivitasan 
kemitraan yang sedang dibangun oleh pemerintah Kota Surakarta dalam upaya 
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melaksanakan program KLA di Kota Surakarta dengan para stakeholder, mereka 
adalah perguruan tinggi dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap 
permasalahan anak dan perlindungan anak. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti tidak mengulas semua 
kegiatan yang dilakukan masing-masing instansi atau lembaga terkait, tetapi 
hanya beberapa kegiatan yang penting khususnya yang terkait dengan koordinasi 
antar lembaga, yang cukup menonjol, dan yang berhubungan dengan proses 
kemitraan KLA di Surakarta.  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di wilayah Kota Surakarta berdasarkan pertimbangan 
sebagai berikut: 
a. Bahwa Kota Surakarta adalah sebagai daerah yang di tunjuk 
sebagai pionir dari pelaksanaan program Kota Layak Anak. 
b. Surakarta telah terpilih sebagai daerah yang telah berhasil dalam 
melaksanakan pengembangan program KLA di wilayahnya 
menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (KPPA). 
3. Aspek yang Dianalisis 
Yang dimaksud dengan kemitraan kolaborasi dalam penelitian ini adalah 
bentuk ikatan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kesamaan visi 
dan tujuan, serta saling berkomitmen untuk melangkah bersama untuk mencapai 
tujuan yang telah disepakati bersama. Kolaborasi dipandang sebagai cara yang 
tepat bagi organisasi publik untuk merespon perubahan kebijakan yang dapat 
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berupa meningkatnya jumlah aktor kebijakan, meluasnya isu-isu sehingga keluar 
dari batas normal, dan diluar kapasitas pemerintah daerah atau kota dan 
pemerintah pusat dan inisiatif spontan masyarakat semakin meluas. 
Sedangkan yang dimaksud efektivitas kemitraan KLA adalah suatu 
pengukuran tingkat keberhasilan kemitraan Kota Layak Anak dengan 
mempertimbangkan sistem dan proses yang digunakan untuk me-manage, 
mengelola dan mengatur kemitraan tersebut. 
Dalam hal efektivitas kemitraan, peneliti akan melihat dari beberapa aspek 
berikut yaitu: 1) Bagaimanakah struktur jaringan kemitraan KLA di Surakarta; 2) 
Bagaimanakah komitmen stakeholder dalam mencapai tujuan bersama; 3) Apakah 
terdapat kepercayaan antar stakeholder dalam kemitraan tersebut; 4) 
Bagaimanakah governance dalam kemitraan tersebut 5) Bagaimanakah 
pembagian informasi dalam kemitraan. 
Dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai hambatan-hambatan 
yang ditemui selama pelaksanaan kemitraan KLA. Hambatan-hambatan tersebut 
dapat berupa faktor budaya organisasi yang merupakan persoalan-persoalan yang 
ditemui oleh stakeholder dalam melaksanakan kemitraan KLA sehingga dapat 
mempengaruhi terhadap upaya dalam mencapai tujuan. 
4. Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Informan 
Data adalah suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti. Data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dan menunjang maksud 
dan tujuan dari penelitian, yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data didapat dari informan yang merupakan perwakilan dari 
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lembaga, organisasi atau institusi yang terlibat dalam Tim Pelaksana 
Pengembangan KLA seperti dijelaskan dibawah ini: 
a. Data primer 
Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 
dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer digali melalui wawancara 
mendalam. Karena lembaga, organisasi, atau institusi yang berperan dalam KLA 
terlalu besar maka informan penelitian akan ditentukan secara purposif, dan 
dibatasi antara lain: 
a) Bapermas PP, PA dan KB merupakan unsur stakeholder internal; 
b) P3G UNS merupakan unsur stakeholder eksternal dari komunitas 
akademik;  
c) Yayasan Kakak dan Yayasan Sari merupakan unsur stakeholder 
eksternal dari unsur LSM 
b. Data Sekunder 
Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menggunakan data primer 
namun juga didukung data sekunder karena data primer saja kurang mencukupi 
dalam kelengkapan data, sehingga perlu didukung dengan data sekunder. Data 
sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak atau sumber lain selain 
sumber data primer. Data sekunder biasanya diperoleh sudah dalam bentuk jadi, 
sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan biasanya berbentuk publikasi. 
Sumber data ini bisa berupa dokumen-dokumen/arsip kebijakan resmi yang 
berkaitan dengan kemitraan KLA seperti program kerja kegiatan yang tertuang 
dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA (RAK-PKLA) tahun 2009-2015, 
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nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Kota Surakarta dan 
stakeholder dll. 
5. Validitas Data 
Data merupakan salah satu hal pokok dalam penelitian. Ketepatan data 
tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik 
pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas data. 
Validitas merupakan jaminan bagi kemantapan  simpulan dan tafsir makna 
sebagai hasil penelitian. Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang 
akan dikumpulkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi sendiri terdiri dari triangulasi data, triangulasi metode, 
triangulasi peneliti, serta triangulasi teori (H.B.Sutopo, 2002:79). Teknik 
triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data yaitu 
mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan 
demikian apa yang diperoleh dari sumber data yang satu bisa diuji kebenarannya 
bila dibandingkan dengan data yang sejenis yang dikumpulkan data dari sumber 
data yang berbeda. 
6. Teknik Analisis Data 
Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, Dalam model 
analisis ini ada tiga komponen yang digunakan, yaitu: 
a. Reduksi: Sebagai komponen pertama, bahkan sudah dilakukan sejak 
awal sebelum kegiatan penelitian dilakukan. Reduksi diawali dengan 
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pembatasan terhadap permasalahan penelitian dan membatasi 
pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian.  
b. Sajian data: Dari hasil pengumpulan data peneliti melakukan rakitan 
kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga mudah dibaca dan 
dipahami yang kemudian memungkinkan peneliti melakukan analisis. 
c. Penarikan simpulan dan verifikasi dari hasil análisis: Dalam tahap ini 
peneliti menyimpulkan hasil dari data yang telah didapat, dan apabila 
dalam menyimpulkan terjadi kekurangan data maka peneliti kembali ke 
lapangan untuk mencari data. 
Aktivitas ketiga komponen tersebut dilakukan secara interaktif dalam bentuk 
suatu siklus. Dalam pelaksanaan siklus ini, aktivitas peneliti tetap bergerak pada 
tiga komponen analisis tersebut, jika saat melakukan analisis terjadi kekurangan 
data maka peneliti dapat kembali ke tahap awal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pengumpulan data 
reduksi data sajian data 
penarikan simpulan 
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Gambar 1.4. Teknik Analisis 
 (Sumber: H.B Sutopo,2002:96) 
 
BAB II 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kota Surakarta 
Kota Surakarta yang juga dikenal sebagai “Kota Solo”, merupakan 
wilayah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan 
pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. 
Kota Surakarta terletak diantara 110˚ 45` 15" dan 110˚ 45˚ 35" Bujur Timur dan 
diantara 7˚ 36" - 70˚ 56" Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 
3 (tiga) buah sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. 
Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan 
panorama serta lalu lintas perdagangan. Kota Surakarta terletak di Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah bagian selatan dan merupakan daerah perhubungan 
antara Provinsi Jawa Tengah – Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dengan keadaan mobilitas masyarakat yang tinggi. Adapun batas-
batas wilayah Kotamadya Surakarta adalah sebagai berikut: 
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. 
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. 
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo 
111 
 
Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,04 km2, yang sebagian besar 
lahannya digunakan sebagai tempat permukiman yaitu sebesar 61,68%, sedangkan 
20% nya digunakan untuk kegiatan ekonomi. Wilayah Kota Surakarta terbagi 
menjadi 5 kecamatan (lihat tabel 1.1) dan terdiri dari 51 kelurahan yaitu dengan 
perincian sebagai berikut:  
a. Kecamatan Laweyan: Pajang, Laweyan, Bumi, Panularan, Penumping, 
Sriwedari, Purwasari, Sondakan, Kerten, Jajar, dan Karang Asem. 
b. Kecamatan Serengan: Joyotakan, Danukusuman, Serengan, Tipes, 
Kratonan, Jayengan, dan Kemlayan. 
c. Kecamatan Pasar Kliwon: Joyotakan, Semanggi, Pasar Kliwon, Gajahan, 
Baluwarti, Kampung Baru, Kedung Lumbu, Sangkrah, dan Kauman. 
d. Kecamatan Jebres: Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Sudiroprajan, 
Gandekan, Kampung Sewu, Pucang Sawit, Jagalan, Purwodiningratan, 
Tegalharjo, Jebres, dan Mojosongo. 
e. Kecamatan Banjarsari: Kadipiro, Nusukan, Gilingan, Setabelan, 
Kestalan, Keprabon, Timuran, Ketelan, Punggawan, Mangkubumen, 
Manahan, Sumber, dan Banyu Anyar. 
Secara persentase Kecamatan Banjarsari memiliki luas yang paling besar dari 
Kecamatan lainnya yaitu 33% dari luas wilayah Kota Surakarta secara 
keseluruhan, sedangkan Kecamatan Jebres 29%, Kecamatan Laweyan 20%, 
Kecamatan Pasar Kliwon 11%, dan Kecamatan Serengan 7%.  
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Tabel 2.1. 
Luas Wilayah Kota Surakarta 
 
No Kecamatan Luas (Km2) 
1 Laweyan 8,64 
2 Serengan 3,19 
3 Pasar Kliwon 4,82 
4 Jebres 12,58 
5 Banjarsari 14,81 
 Total 44,04 
Sumber: Litbang Kompas diolah dari BPS Kota Surakarta, 2001 
B. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya Kota Surakarta 
Kota Surakarta sudah berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, 
yang pada saat itu masih menggunakan sistem kerajaan sebagai sistem 
pemerintahannya. Sistem pemerintahan kerajaan tersebut sampai saat ini masih 
memberikan pengaruh dalam tata kehidupan masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Walaupun kebudayaan feodalisme masih dianut oleh 
sebagian masyarakat Surakarta, namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak 
perubahan yang mempengaruhi kehidupan ekonomi sosial budaya masyarakatnya.   
1. Demografi Kota Surakarta 
Berdasarkan hasil Estimasi Survei Penduduk Antar Sensus (2005) Tahun 
2008 Jumlah penduduk Kota Surakarta sebanyak 565.853 jiwa. Dengan rasio jenis 
kelamin sebesar 89.68; yang artinya bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan 
terdapat 89 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada 
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tahun 2008 mencapai 12.849 jiwa/km2. Berikut adalah jumlah penduduk dan 
tingkat kepadatan di masing-masing kecamatan di Kota Surakarta tahun 2008 : 
 
 
Tabel 2.2 
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Tiap Kecamatan 
di Kota Surakarta Tahun 2008 
 
No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah 
Penduduk 
Kepadatan 
1 Laweyan 8,64 109.930 12.723 
2 Serengan 3,19 63.558 19.899 
3 Pasar Kliwon 4,82 87.980 18.272 
4 Jebres 12,58 142.292 11.311 
5 Banjarsari 14,81 162.093 10.945 
 Total 44,04 565.853 12.849 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008        
Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,04 km2 memiliki jumlah penduduk  
sebanyak 565.853 jiwa yang tersebar ke 5 wilayah kecamatan. Dari tabel diatas 
maka dapat dilihat bahwa wilayah dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan 
Serengan dengan kepadatan 19.899 jiwa/km2. Sedangkan wilayah dengan 
kepadatan terendah adalah Kecamatan Banjarsari yaitu 10.945 jiwa/km2 
Jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan kategori anak-anak dan 
dewasa, serta berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:   
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Tabel 2.3. 
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kategori Anak dan Dewasa, 
Serta Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Dewasa Anak-anak 
Kecamatan 
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 
Laweyan 42.282 43.981 11.882 12.300 
Serengan 14.283 15.120 10.701 10.743 
Pasar Kliwon 31.204 34.566 11.968 10.242 
Jebres 51.718 52.527 18.748 22.811 
Banjarsari 41.731 44.203 38.528 37.631 
181.218 190.397 91.827 93.727 Total 
  
371.615  185.554 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Surakarta yang 
masih berumur dibawah 18 tahun hampir separuhnya jumlah orang dewasa. 
Pendidikan merupakan salah satu ukuran dari perkembangan kemajuan 
suatu bangsa, ketika tingkat pendidikan di suatu bangsa telah tinggi maka bangsa 
itu telah mengalami sebuah kemajuan. Tingkat pendidikan terbagi dalam empat 
kategori, yaitu: 
a. Tidak berpendidikan yaitu mereka yang sama sekali tidak mengenyam 
pendidikan atau tidak bersekolah. 
b. Tingkat pendidikan rendah yaitu mereka yang tidak tamat sekolah dasar 
serta mereka yang hanya tamatan SD. 
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c. Tingkat pendidikan menengah, yaitu mereka yang hanya tamatan SLTP 
dan SMA. 
d. Tingkat pendidikan tinggi, yaitu mereka yang telah tamat Akademi atau 
Perguruan Tinggi. 
Berikut adalah gambaran komposisi penduduk Surakarta menurut tingkat 
pendidikan ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 2.4. 
Banyaknya Penduduk 5 (lima) Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan   
di Kota Surakarta tahun 2008 
 
Kecamatan 
Tamat 
Akademi/PT 
Tamat 
SMA 
Tamat 
SLTP 
Tamat 
SD 
Tidak 
Tamat 
SD 
Belum 
Tamat 
SD 
Tidak 
Sekolah 
Jumlah 
Laweyan 9.311 23.280 20.772 19.316 7.663 10.481 4.135 94.958 
Serengan 3.113 10.205 11.493 12.886 2.813 4.297 1.278 46.085 
Pasar 
Kliwon 
6.970 19.199 18.565 15.695 6.354 11.174 1.084 79.041 
Jebres 5.756 18.455 23.095 22.199 16.182 16.810 18.858 121.355 
Banjarsari 10.489 30.214 27.426 28.022 11.039 24.037 6.837 138.064 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
Berdasarkan kategori yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa 
rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kota Surakarta masih tergolong  
menengah. Hal ini dapat dilihat pada tingginya jumlah penduduk yang tamatan 
SLTP dan SMA yang berjumlah 202.704 orang. 
Kesejahteraan penduduk di Kota Surakarta masih masuk kedalam 
kelompok sejahtera karena banyaknya jumlah penduduk yang tergolong sejahtera. 
Kesejahteraan keluarga merupakan hal yang penting dalam kehidupan seorang 
anak, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang. Berikut merupakan 
data dari tingkat keluarga sejahtera di Kota Surakarta 
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Tabel 2.5. 
Banyaknya Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan 
Di Kota Surakarta Tahun 2005  
 
Kecamatan 
Pra KS 
Ekonomi dan 
non ekonomi 
KS I 
Ekonomi 
dan non 
ekonomi 
KS II KS III 
KS III 
Plus 
Laweyan 2.342 3.902 3.806 6.967 3.574 
Serengan 1.000 1.987 2.678 3.789 1.923 
Pasar 
Kliwon 
1.998 5.360 4.911 3.520 2.372 
Jebres 3.522 7.244 8.421 7.517 3.668 
Banjarsari 4.705 8.420 9.774 10.490 4.983 
Jumlah 13.567 26.913 29.590 32.283 16.520 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
Dalam tabel diatas terlihat kelompok pra keluarga sejahtera sebanyak 13.567 
(11,41 % dari total Kepala Keluarga) sedangkan kelompok keluarga sejahtera 
sebanyak 105.306 (88,59 % dari total Kepala Keluarga). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kota Surakarta masuk dalam kelompok 
keluarga sejahtera. 
Mata pencaharian atau jenis pekerjaan mayoritas penduduk kota Surakarta 
adalah  berdagang atau sebagai tenaga usaha penjualan. Hal ini wajar karena Kota 
Surakarta merupakan kota yang menghubungkan antara propinsi Jawa Tengah dan 
propinsi Jawa Timur, serta antara propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.6. 
Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Lalu 
Menurut Jenis Pekerjaan Utama 
di Kota Surakarta Tahun 2008 
 
Jenis Kelamin 
Jenis Pekerjaan Utama 
laki-laki perempuan 
Jumlah 
Tenaga profesional dan 
tenaga lain yang 
bersangkutan dengan itu 
9.056 9.887 18.943 
Tenaga kepemimpinan dan 
ketatalaksanaan 5.438 3.178 8.616 
Pejabat pelaksana, tenaga TU 
dan tenaga yang 
bersangkutan dengan itu 
13.539 13.567 27.106 
Tenaga usaha penjualan 44.656 45.339 89.995 
Tenaga usaha jasa 17.217 15.472 32.689 
tenaga usaha pertanian 886 459 1.345 
Tenaga produksi, operator 
angkutan dan tenaga kasar 48.737 22.577 71.314 
TNI & Polisi 1.093 0 1.093 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Surakarta 
bermata pencaharian di sektor tenaga usaha penjualan atau perdagangan yaitu, 
sebanyak 89.995 orang. Mayoritas kedua adalah sebagai tenaga produksi, operator 
angkutan dan tenaga kasar yaitu sebesar 71.314 orang. Tenaga usaha pertanian 
atau petani sendiri merupakan mata pencaharian minoritas masyarakat Kota 
Surakarta, hal ini disebabkan sedikitnya jumlah lahan di Surakarta yang masih 
berfungsi untuk lahan pertanian. 
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2. Sarana Prasarana 
a. Sarana Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu sarana yang penting dalam 
meningkatkan sumberdaya manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu dari 
hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, orangtua dan masyarakat. 
Oleh karena itu maka pemerintah dan masyarakat wajib untuk menyediakan 
sarana dan prasarana agar anak-anak dapat bersekolah baik itu dari keluarga yang 
mampu ataupun tidak mampu. Tabel berikut menggambarkan sarana pendidikan 
yang ada di Kota Surakarta. 
Tabel 2.7. 
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas dan Guru TK Menurut Kecamatan 
di Kota Surakarta Tahun 2008 
Kecamatan Sekolah 
Ruang 
Kelas Guru 
Laweyan 57 176 259 
Serengan 31 70 110 
Pasar Kliwon 45 113 207 
Jebres 76 145 224 
Banjarsari 82 188 383 
Jumlah 291 692 1183 
Sumber: Diolah dari Arsip BPS Kota Surakarta 2008  
 
Tabel 2.8. 
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Kelas dan Guru SD Menurut 
Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2008 
 
Kecamatan Sekolah 
Ruang 
Kelas Kelas Guru 
Laweyan 51 465 429 807 
Serengan 29 219 204 379 
Pasar 
Kliwon 
52 413 368 647 
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Jebres 55 418 381 704 
Banjarsari 80 604 598 1185 
Jumlah 267 2119 1980 3772 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
 
 
 
 
Tabel 2.9. 
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Kelas dan Guru SLTP 
Menurut Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2008 
 
Kecamatan Sekolah 
Ruang 
Kelas Kelas Guru 
Laweyan 18 264 243 609 
Serengan 10 110 103 301 
Pasar Kliwon 9 132 126 308 
Jebres 17 198 186 524 
Banjarsari 17 308 287 739 
Jumlah 71 1012 945 2481 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
 
 
 
 
 
Tabel 2.10. 
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Kelas dan Guru SMA Menurut 
Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2008 
 
Kecamatan Sekolah 
Ruang 
Kelas Kelas Guru 
Laweyan 18 264 243 609 
Serengan 10 110 103 301 
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Pasar Kliwon 9 132 126 308 
Jebres 17 198 186 524 
Banjarsari 17 308 287 739 
Jumlah 71 1012 945 2481 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.11. 
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Kelas dan Guru SMK Menurut 
Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2008 
 
Kecamatan Sekolah 
Ruang 
Kelas Kelas Guru 
Laweyan 18 264 243 609 
Serengan 10 110 103 301 
Pasar Kliwon 9 132 126 308 
Jebres 17 198 186 524 
Banjarsari 17 308 287 739 
Jumlah 71 1012 945 2481 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
 
 
 
b. Sarana Kesehatan 
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Kesehatan merupakan salah satu dari hak dasar selain pendidikan karena 
kesehatan penting dalam membangun sebuah masyarakat yang kuat. Oleh karena 
itu, untuk mendukung kesehatan masyarakat Surakarta maka pemerintah Kota 
Surakarta memiliki sarana dan prasarana kesehatan. Tabel berikut 
menggambarkan sarana Kesehatan yang ada di Kota Surakarta: 
 
 
 
Tabel 2.12 
Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Surakarta Tahun 2008 
 
Jenis Tenaga Kesehatan Unit Kerja 
Negeri 
Unit Kerja 
Swasta 
1. Dokter Umum 195 74 
2. Dokter Spesialis 236 128 
3. Dokter Gigi 49 14 
4. Perawat 911 1084 
5. Bidan 153 85 
6. Tenaga Farmasi 245 91 
7. Tenaga Sanitarian 36 4 
8. Kesehatan Masyarakat 43 5 
9. Tenaga Gizi 55 12 
10. Tenaga Keteknisian 
Medik 
149 133 
 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
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Tabel 2.13. 
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Surakarta tahun 2007/2008 
 
 Jenis Fasilitas Kesehatan 2007 2008 
1. Rumah Sakit 15 15 
2. Puskesmas:   
 · Puskesmas DTP 0 3 
 · Puskesmas TTP 15 12 
 · Puskesmas Pembantu 26 26 
 · Puskesmas Keliling:   
 § Roda 4 15 15 
 § Perairan 0 0 
3. Sarana Pelayanan Farmasi:   
 · Gudang Farmasi 1 1 
 · Apotik 124 134 
 · Toko Obat 22 24 
4. APBD Kota Surakarta 660.231.978.050 854.690.595.842 
5. Anggaran Kesehatan 
Bersumber 
  
 · APBD Kota Surakarta 32.005.953.950 53.496.172.305 
 · APBD Prop. Jateng 48.539.000 227.469.610 
 · APBN 4.922.359.225 5.507.222.330 
6. Tenaga Kesehatan:   
 · Dokter Spesialis 295 364 
 · Dokter Umum 250 269 
 · Dokter Gigi 57 63 
 · Perawat 1.971 1.995 
 · Bidan 276 238 
 · Tenaga Farmasi 345 336 
 · Sanitarian 41 40 
 · Kesehatan Masyarakat 45 48 
 · Tenaga Gizi 65 61 
 · Tenaga Keteknisian lainnya 302 282 
Sumber: BPS Kota Surakarta 2008 
 
3. Keuangan Daerah 
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Dari sisi penerimaan APBD Kota Surakarta pada tahun 2002, penerimaan 
daerah yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan yang terbesar yaitu 
sekitar 74% atau sekitar 198,4 milyar dari sekitar 267,8 milyar, sedangkan 
penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah menyumbang sekitar 16% 
atau sekitar 44,9 milyar. Sedangkan penerimaan lain yaitu sebesar 18,1 milyar 
yang berasal dari penerimaan yang sah lainnya dan sebesar 6,2 milyar yang 
berasal dari sisa anggaran tahun lalu.  
Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar, diperuntukan bagi belanja rutin 
yaitu hampir sekitar 80% atau sekitar 213,6 milyar, sedangkan untuk belanja 
pembangunan, dialokasikan hanya sebesar 54,1 milyar atau sekitar 20%. Belanja 
pembangunan difokuskan pada sektor yang bersifat cost recovery. Dengan alokasi 
dana pembangunan yang cukup kecil dibandingkan dengan alokasi untuk belanja 
rutin, salah satu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan 
pengelolaan anggaran belanja seperti sebagai berikut : 
Tabel 2.14. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2002 
 
PENERIMAAN JUMLAH (Rp) 
1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Lalu                  
6.278.376.449 
           2. Bagian Pendapatan Asli Daerah  44.922.141.302 
           3. Bagian Dana Perimbangan    198.427.368.209 
           4. Bagian Pinjaman Daerah 0 
           5. Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah 18.180.986.000 
Total 267.808.871.960 
 
PENGELUARAN  
          1. Belanja Rutin 213.636.853.724 
                          Pos DPRD              1.819.817.000  
          2. Belanja Pembangunan 54.172.018.236 
Total 267.808.871.960 
Sumber: BPS Kota Surakarta  
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C. Gambaran Umum Pelaksanaan Kemitraan Kota Layak Anak (KLA) di 
Surakarta 
Kota Surakarta merupakan salah satu dari kotamadya yang menjadi 
percontohan program Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (KPP RI) pada tahun 2005. Selain 
Kota Surakarta terdapat 4 (empat) kota lain yang juga menjadi percontohan 
program KLA yaitu: Jambi, Gorontalo, Sidoarjo, dan Kutai Kartanegara. Dari 
keseluruhan daerah yang telah dipilih untuk menjadi percontohan bagi 
pengembangan program Kota Layak Anak, Kota Surakarta dinilai sebagai daerah 
yang telah lebih bagus dalam mengembangkan KLA sehingga hal ini menjadi 
salah satu keunggulan Kota Surakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lain 
yang juga telah terpilih menjadi kabupaten/kota percontohan program KLA. 
Untuk membangun dan mewujudkan KLA diperlukan adanya kemitraan 
dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak hal ini dikarenakan 
permasalahan anak merupakan suatu hal yang kompleks sehingga tidak mungkin 
untuk diselesaikan oleh satu pihak yaitu pemerintah saja melainkan perlu 
melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini stakeholder, terutama mereka yang 
bergerak di bidang perlindungan anak. 
Kemitraan program KLA di Surakarta atau lebih dikenal dengan tim 
pelaksana pengembangan KLA telah memiliki dasar yang kuat yaitu Surat 
Keputusan Walikota Surakarta No. 130.05/08/1/2008 tentang Tim Pelaksana 
Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta. Selain itu juga telah 
dibuat nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh seluruh unsur pemerintah 
125 
 
Kota Surakarta dan juga NGO dan LSM di Surakarta. Penandatanganan nota 
kesepakatan tersebut bertujuan sebagai penegasan komitmen seluruh 
instansi/lembaga/organisasi yang tergabung dalam kemitraan program KLA untuk 
ikut serta mewujudkan kesadaran pemenuhan hak-hak anak yang meliputi 
kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Kemudian 
untuk membagi kerja dan fungsi masing-masing instansi/lembaga/organisasi maka 
dibuat juga Kerangka Kerja Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota Layak Anak 
(RAK-PKLA) Kota Surakarta Tahun 2009-2015. 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Terhadap Efektivitas Kemitraan Kota Layak Anak (KLA) Kota 
Surakarta  
1. Pembentukan Kemitraan Kota Layak Anak (KLA) 
Kemitraan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta pada dasarnya adalah 
sebuah bentuk komitmen atau kesepakatan yang dibangun oleh Pemerintah Kota 
Surakarta dengan stakeholder, yang terdiri dari internal stakeholder maupun 
eksternal stakeholder, dalam upaya mengimplementasikan program Kota Layak 
Anak (KLA) di Kota Surakarta. Dalam melaksanakan Program KLA, langkah 
pertama yang dilakukan oleh Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta sebagai 
badan yang diamanahi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak sebagai koordinator KLA adalah dengan membentuk Tim 
Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (PKLA), hal ini dapat dilihat dalam 
bagan 3.1. Dalam bagan tersebut menggambarkan langkah-langkah yang 
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1. Pembentukan 
Tim PKLA 
2.Pengumpulan 
Baseline Data 
3.Menentukan 
Indikator 
4.Identifikasi Kegiatan 
dan Permasalahan anak 
5. Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 
6. Penyusunan 
Program kerja dan 
Rencana Aksi Kota 
Pengembangan KLA 
7. Pelaksanaan 
Kota Layak Anak 
dilakukan oleh Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta dalam melaksanakan 
program KLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. 
Langkah-langkah Pengembangan KLA Kota Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Arsip Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta 2010 
Langkah-langkah tersebut diatas akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pembentukan Tim Pelaksana PKLA: untuk melaksanakan program 
KLA langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
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adalah dengan mulai membentuk jaringan dan kemitraan dengan 
stakeholder untuk membangun KLA di Surakarta kemudian 
dibentuklah tim pelaksana PKLA untuk mewadahi kemitraan tersebut. 
2. Pengumpulan Baseline Data: setelah tim pelaksana PKLA terbentuk 
maka tugas pertama yang dilakukan oleh tim pelaksana adalah 
memetakan dan mengumpulkan data-data tentang kondisi anak di Kota 
Surakarta untuk kemudian dijadikan baseline data KLA 
3. Menentukan Indikator: Kemudian tim pelaksana menentukan indikator 
yang akan digunakan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan 
program dan kegiatan PKLA. 
4. Identifikasi kegiatan dan permasalahan anak: setelah menentukan 
indikator kegiatan maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi 
kegiatan-kegiatan, yang rutin dilakukan dan berkaitan dengan anak, 
oleh seluruh oleh seluruh stakeholder dan juga mengidentifikasi 
permasalahan anak Kota Surakarta. 
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan: langkah ini dilakukan setiap 3 
(tiga) bulan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program dan 
kegiatan pengembangan KLA Kota Surakarta. 
6. Penyusunan program kerja dan rencana aksi kota pengembangan KLA: 
setelah melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan maka 
disusunlah program kerja dan rencana aksi kota pengembangan KLA. 
penyusunan program kerja dilakukan setiap setahun sekali sedangkan 
rencana aksi kota dibuat selama 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2009 
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s/d 2015 dan dituangkan kedalam Rencana Aksi Kota Pengembangan 
Kota Layak Anak (RAK-PKLA) Kota Surakarta Tahun 2009-2015. 
7. Pelaksanaan KLA: setelah program dan kegiatan disusun kemudian 
langkah berikutnya adalah pelaksanaan program–program dan 
kegiatan-kegiatan KLA di Kota Surakarta sesuai dengan RAK-PKLA 
Kota Surakarta Tahun 2009-2015.  
Sedangkan yang dimaksud dengan program Kota Layak Anak (KLA) yang 
dicanangkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak merupakan sebuah program yang menggambarkan upaya 
pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak 
Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi 
pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Program 
tersebut kemudian di implementasikan di beberapa kotamadya terpilih seperti 
Jambi, Sidoarjo, Gorontalo, Kutai Kertanegara dan juga Surakarta, sejak tahun 
2005 yang lalu. 
Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (PKLA) Kota Surakarta  
dibentuk pada tahun 2008 dan disahkan oleh Surat Keputusan Walikota 
No:130.05/08/1/2008 pada 5 Februari 2008. Anggota tim pelaksana PKLA terdiri 
dari dua unsur stakeholder yaitu internal dan eksternal. internal Stakeholder 
terdiri dari unsur pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Surakarta, sedangkan eksternal stakeholder terdiri dari unsur organisasi 
masyarakat, organisasi non pemerintah (NGO), sektor swasta, orang tua, dan 
anak. Pembentukan kemitraan itu diprakarsai oleh Bapermas PP,PA dan KB Kota 
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Surakarta selaku leading sector yang berperan sebagai koordinator program 
PKLA.  
Keterlibatan stakeholder baik itu internal stakeholder maupun eksternal 
stakeholder dalam program PKLA tidak terlepas dari kekompleksitasan masalah 
hak anak yang diangkat dalam program KLA yang tidak mungkin dapat 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta sendiri. Hak-hak anak tersebut 
meliputi hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan 
serta hak untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta 
kemudian memandang perlu untuk membangun sebuah kemitraan dengan 
instansi/lembaga yang terkait dengan keempat bidang tersebut yaitu bidang 
kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Ibu Kristiana selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak 
Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta:  
“didalam pelaksanaan Kota Layak Anak itukan mengangkat hak-hak 
anak. hak anak itukan hak hidup, empat hak dasar anak yah, hak hidup, 
hak tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak 
untuk ikut berpartisipasi dari keempat hak ini setelah kita pelajari, kan, 
otomatis masing-masing hak ini tidak dapat kita melaksanakan sendiri ada 
keterkaitan dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan,dengan 
perlindungan, dengan partisipasi, dsbnya.” (wawancara, 15 April 2010) 
 
Selain adanya kekompleksitasan hak-hak anak yang diangkat dalam 
program KLA, kemitraan ini merupakan salah satu bentuk dari adanya 
keterbukaan dari Pemerintah Kota Surakarta untuk mengakomodir masukan-
masukan terhadap perubahan kebijakan untuk perlindungan anak. Hal ini 
diungkapkan oleh Mas Abidin dari Yayasan Sari Surakarta:  
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“dengan adanya keterbukaan di tingkatan kebijakan pemerintah kota 
untuk mengakomodir masukan-masukan pada perubahan kebijakan untuk 
perlindungan anak itu sudah ada.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Dengan dilibatkannya stakeholder khususnya eksternal stakeholder dalam 
implementasi program PKLA hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota 
Surakarta telah membuka diri kepada eksternal stakeholder dan telah memiliki 
upaya untuk mengakomodasi masukan-masukan dari stakeholder mengenai 
perubahan kebijakan-kebijakan tentang perlindungan hak-hak anak. 
Hal terpenting dalam membangun sebuah kemitraan adalah adanya 
kesamaan visi dan misi antara pihak yang bermitra. Dalam kemitraan PKLA 
terdapat persamaan yang peneliti temukan dan merupakan ikatan yang dapat 
mempersatukan antara pemerintah dengan stakeholder serta dapat menguatkan 
hubungan mereka yaitu adanya kesamaan tujuan untuk melakukan perubahan 
kebijakan mengenai anak di Kota Surakarta. Karena persamaan tujuan tersebut 
maka terdapat sebuah titik temu antara pemerintah dan stakeholder pendukung 
KLA hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mas Abidin dari Yayasan Sari: 
“Ketika Solo (Surakarta) menjadi salah satu pilot project tentang 
pengembangan KLA sehingga pada konteks itulah terdapat titik temu 
antara kepentingan yang dibawa pada teman-teman yang bergerak di 
level bawah dalam rangka mendorong perubahan kebijakan pada 
tingkatan kota” (Wawancara,24 Maret 2010) 
 
Jadi, bagi stakeholder khususnya NGO yang bergerak di bidang anak dan telah 
sejak lama memperjuangkan hak-hak anak, kemitraan KLA ini merupakan sebuah 
momentum untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah 
Kota Surakarta khususnya yang menyangkut hak hidup anak. 
2. Analisis Efektivitas Kemitraan KLA  
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Kemudian untuk mengukur efektivitas kemitraan KLA maka akan 
dilakukan pembahasan berikut ini: 
a. Struktur Jaringan Kemitraan Kota Layak Anak (KLA) 
Struktur kemitraan Kota Layak Anak (KLA) antar stakeholder antara 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
& Keluarga Berencana (Bapermas PP, PA, dan KB), Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Gender Universitas Sebalas Maret Surakarta (P3G UNS), Yayasan 
Kepedulian terhadap Konsumen Anak (KAKAK) dan Yayasan Social Analysis 
Research Institute (SARI) berbentuk Hub hal ini dapat dilihat dalam gambar 3.1. 
yang menunjukan hubungan mereka. Adanya bentuk struktur jaringan tersebut 
disebabkan hubungan mereka bersifat horisontal antara yang satu dengan yang 
lainnya. Walaupun dalam hubungan tersebut Bapermas PP, PA dan KB berperan 
sebagai leading sector atau pemimpin wilayah namun peran tersebut tidak 
menunjukan struktur hirarki dalam kemitraan KLA. Fungsi Bapermas sebagai 
leading sector hanya sebagai koordinator yang mengkoordinir kelompok kerja-
kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari 4 (empat) bidang kelompok kerja yaitu 
bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan partisipasi. Hal ini seperti 
yang diungkapkan oleh semua informan yang peneliti wawancarai berikut ini: 
Ibu Kristiana dari Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta mengungkapkan 
sebagai berikut: 
“Peran kami di dalam Tim Pelaksana pengembangan KLA adalah sebagai 
leading sector, kami beserta dinas-dinas dari daerah lain yang juga 
ditunjuk sebagai leading sector, pada waktu itu ditunjuk oleh KPP 
(Kementerian Pemberdayaan Perempuan) untuk mengoordinir 
pelaksanaan KLA di Kota Surakarta…”(Wawancara, 15 April 2010) 
 
132 
 
Mbak Rita salah satu pengurus di Yayasan KAKAK juga mengungkapkan sebagai 
berikut: 
“Dalam tim pelaksana pengembangan KLA, kami di koordinatori oleh 
Bapermas sebagai leading sector kota layak anak di Surakarta. tugasnya 
adalah mengoordinir seluruh tim pelaksana melalui koordinator masing-
masing kelompok kerja, jadi biasanya hubungannya dengan koordinator-
koordinator Pokja”(Wawancara 17 Maret 2010) 
 
Mas Abidin dari Yayasan SARI dan Ibu Eva dari P3G UNS juga mengungkapkan 
hal serupa dengan kedua informan tersebut di atas, Dari hasil wawancara tersebut 
maka dapat diketahui bahwa peran Bapermas Surakarta sebagai koordinator tidak 
memiliki pengaruh terhadap hubungan horisontal dai antara stakeholder. 
Hal tersebut diperkuat dengan gambar 3.2. tentang struktur tim pelaksana 
pengembangan KLA, didalam gambar tersebut Bapermas PP, PA dan KB juga 
ikut terlibat didalam kelompok kerja di bidang Perlindungan Anak dan bidang 
Partisipasi. Jadi, Walaupun berperan sebagai leading sector namun dalam 
prakteknya Bapermas PP, PA, dan KB juga tetap ikut dimasukkan kedalam 
kelompok kerja yaitu di bidang perlindungan anak, dan partisipasi hal ini dapat 
dilihat pada gambar 3.2. yang menunjukan struktur tim pelaksana pengembangan 
KLA. Hal tersebut menunjukan dalam kemitraan KLA setiap stakeholder baik itu 
stakeholder internal maupun stakeholder eksternal adalah setara dan masing-
masing memilliki hak dan kewajiban yang sama dalam kemitraan KLA. 
Kemudian dalam gambar 3.2 juga dapat dilihat bahwa dalam bidang perlindungan 
anak Bapermas PP, PA dan KB berperan sebagai ketua pokja dan di bidang 
partisipasi berperan sebagai anggota biasa. Hal ini juga menunjukan bahwa setiap 
stakeholder memiliki kedudukan yang setara walaupun terdapat satu organisasi 
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yang berperan sebagai ketua namun dalam jaringan tersebut fungsinya hanyalah 
sebagai koordinator.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. Struktur Jaringan Bapermas PP,PA, dan KB Kota Surakarta, 
Yayasan KAKAK, Yayasan SARI dan P3G UNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan hubungan yang terdapat kesetaraan didalamnya maka dapat 
memberikan peluang bagi masing-masing stakeholder untuk saling bertukar 
informasi dan pengetahuan. Pertukaran pengetahuan dan sosial antara stakeholder 
dalam pelaksanaan pengembangan KLA sangatlah penting mengingat masih 
sedikit petugas-petugas pelaksana pengembangan KLA dari organisasi publik 
Bapermas 
Kota 
Surakarta 
Yayasan 
KAKA
K 
P3G 
UNS 
Yayasa
n SARI 
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yang memiliki pemahaman mengenai KLA dan juga masih rendahnya 
kemampuan yang dimiliki oleh mereka untuk menangkap apa yang menjadi 
pokok permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan KLA hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Mas Abidin dari Yayasan SARI, Mbak Rita dari Yayasan 
KAKAK dan Ibu Eva dari P3G dalam wawancara berikut ini: 
 
 
Mas Abidin dari Yayasan SARI: 
“…adanya semacam kesenjangan antara kemampuan sumberdaya yang 
dimiliki oleh teman-teman yang berada di NGO maupun dengan teman-
teman yang ada di Birokrasi. Kemampuan yang berbeda tersebut yang 
kemudian menjadi kesenjangan, sehingga kadang-kadang apa yang 
disampaikan itu belum tentu bisa diterima secara baik oleh pemerintah” 
(Wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Mbak Rita dari Yayasan KAKAK: 
“Masih terdapat beberapa kawan-kawan dari organisasi pemerintah yang 
memang masih belum memahami dan mengerti mengenai permasalahan-
permasalahan anak di bidang perlindungan anak dan pengarusutamaan 
anak. untuk memberikan pemahaman kepada mereka maka kami mengajak 
mereka untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan KAKAK sehingga mereka 
mengetahui dan mengerti apa sesungguhnya yang dialami oleh anak-anak 
Surakarta saat ini”(Wawancara, 17 Maret 2010) 
 
Ibu Eva dari P3G UNS 
 
“Iya, memang di sana (organisasi pemerintah) Cuma baru beberapa 
orang saja yang tahu soal konsep KLA sehingga kadang jadi masalah juga 
buat organisasi-organisasi yang lainnya.” (Wawancara, 30 Maret 2010) 
   
Dari beberapa hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 
perbedaan sumberdaya khususnya dalam sumber daya manusia yang dimiliki 
antara organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah sehingga dalam 
kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan adanya transfer pengetahuan dan 
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sosial antar stakeholder dan untuk memulai hal tersebut maka diperlukan adanya 
kesetaraan antar stakeholder. Selain itu dengan adanya struktur jaringan seperti 
dalam gambar 3.1. menunjukan bahwa dalam kemitraan KLA memiliki akses 
yang lebih fleksibel dalam hal sumberdaya dan otoritas.  
  
 
 
 
Gambar 3.2. STRUKTUR TIM PELAKSANA KLA KOTA SURAKARTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelompok Kerja (Pokja) 
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9.DPU Kota Surakarta 
10.Dinas Tata Kota Surakarta 
11.Lapas dan Rutan Kota Surakarta 
12.DEPAG Kota Surakarta 
13.TP PKK Kota Surakarta 
14.DINKOP dan UKM Kota Surakarta 
15.DISPERINDAG dan Penanaman 
Modal Kota Surakarta 
16.PTPAS 
17.Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 
Kota Surakarta 
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b. Komitmen Mencapai Tujuan Bersama 
Untuk memperkuat kemitraan antar stakeholder dalam mewujudkan Kota Layak Anak 
(KLA) di Kota Surakarta, atau yang lebih dikenal dengan nama Tim Pelaksana 
Pengembangan Kota Layak Anak (PKLA), yang telah dibentuk maka dibuatlah Nota 
Kesepakatan antara pemerintah dan stakeholder yang isinya bertujuan untuk menegaskan 
kembali komitmen seluruh lembaga penandatangan Nota Kesepakatan dalam upaya untuk 
mewujudkan kesadaran pemenuhan hak-hak anak yang meliputi kelangsungan hidup, tumbuh 
kembang, perlindungan dan partisipasi. Selain memperkuat kemitraan dengan nota 
kesepakatan, sikap Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta sebagai leading sector juga 
turut membantu dalam memperkuat kemitraan. Sikap-sikap tersebut adalah sebagai berikut 
yaitu: keterbukaan terhadap perubahan, keinginan untuk belajar dan memahami tentang isu 
yang diperjuangkan yaitu pengarusutamaan hak anak, membangun komunikasi yang baik 
dengan stakeholder, dan membangun prinsip-prinsip saling menghargai dan mempercayai 
antar sesama anggota tim. 
Dalam kemitraan PKLA setiap lembaga pendukung program PKLA memiliki dua 
tugas yaitu tugas masing-masing lembaga sesuai dengan yang telah diatur dalam RAK-PKLA 
dan tugas bersama sebagai anggota tim pelaksana PKLA, hal tersebut juga telah ditegaskan 
dalam Nota Kesepakatan antar seluruh tim pelaksana pengembangan KLA. Selain 
memberikan penegasan terhadap seluruh lembaga pendukung program PKLA, dalam nota 
kesepakatan tersebut juga diatur mengenai tugas dan tanggung jawab seluruh anggota tim, 
dimana seluruh anggota tim memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai 
dengan bidang kerjanya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana Aksi 
Kota Pengembangan Kota Layak Anak (RAK-PKLA) Kota Surakarta Tahun 2009-2015. 
Selain tugas yang telah diatur dalam RAK-PKLA seluruh lembaga pendukung program KLA 
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juga memiliki tugas bersama sebagai tim pelaksana PKLA. Adapun tugas-tugas bersama 
sebagai tim pelaksana PKLA yang diatur dalam Nota Kesepakatan adalah sebagai berikut: 
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA 
2. Menyusun mekanisme kerja 
3. Mensosialisasikan konsep KLA 
4. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang 
disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya 
5. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang terkait 
dengan KLA 
6. Melakukan kegiatan monitoring/evaluasi dan pelaporan secara periodik 
Kepercayaan Antar Stakeholder 
c. Kepercayaan diantara stakeholder 
Kemitraan KLA Kota Surakarta membutuhkan rasa saling percaya diantara para 
stakeholder hal ini dikarenakan dalam membangun Kota Layak Anak (KLA) di Kota 
Surakarta membutuhkan ikatan yang kuat antar stakeholder agar seluruh kegiatan dan 
program dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan dan program-
program yang telah dirancang dan disusun dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota 
Layak Anak (RAK-PKLA) Kota Surakarta Tahun 2009-2015 tidak dapat dilakukan secara 
sendiri-sendiri. Dalam kemitraan KLA hubungan yang dibentuk adalah hubungan secara 
professional dimana setiap stakeholder bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya 
masing-masing sesuai dengan bidang kerjanya masinng-masing. Seperti Yayasan KAKAK 
dan Yayasan SARI yang bergerak di bidang anak yang dilacurkan dan pekerja anak  
maka tugas dan tanggung jawabnya berbeda dengan P3G UNS yang bergerak di 
bidang kajian dan analisis begitu juga Bapermas PP, PA dan KB memiliki tugas dan peran 
sebagai leading sector KLA memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting karena 
membutuhkan orang-orang yang menguasai konsep KLA Kota Surakarta. 
Dalam kemitraan KLA kepercayaan diantara stakeholder itu telah ada hal ini dapat 
dilihat dari beberapa penanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan dan program-program yang 
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telah dirancang dan disusun dalam pengembangan KLA telah diserahkan kepada instansi-
instansi diluar Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Contohnya dapat dilihat dalam 
tabel 3.1 yang merupakan sebagian dari program kegiatan yang terdapat dalam RAK-PKLA. 
Dalam kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa penanggung jawab didalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut adalah lembaga-lembaga yang telah dipilih sesuai dengan bidang-
bidangnya. 
 
 
 
 
 
Tabel. 3.1. Contoh Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota Layak Anak (RAK-PKLA) Kota 
Surakarta Tahun 2009-2015 Bidang Kesehatan 
BIDANG INDIKATOR 
PENGEMBANGAN KOTA 
LAYAK ANAK 
KEGIATAN TUJUAN WAKTU DANA PENANGGUNG 
JAWAB DAN 
PELAKSANA 
Kesehatan Perda tentang lingkungan Menyusun/membuat 1. Menciptakan 2009-2015 APBD - Dinas Kesehatan 
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Selain itu dapat dilihat dalam tabel 3.1 bahwa dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota 
Layak Anak (RAK-PKLA) Kota Surakarta Tahun 2009-2015 masing-masing stakeholder 
baik itu internal maupun eksternal memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda sesuai 
dengan keahlian dan bidangnya. Dengan pembagian kerja seperti itu maka menunjukan 
bahwa mereka telah dipercaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.  
Untuk membangun kepercayaan diantara para stakeholder hal pertama yang dilakukan 
oleh Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta adalah dengan membangun kesamaan dalam 
pemahaman atau persepsi seluruh stakeholder dalam memahami konsep KLA Kota Surakarta 
dan pengarusutamaan anak. Namun, hal ini sangat sulit dilakukan oleh karena itu maka perlu 
dilakukan secara terus-menerus atau kontinyu. Pembangunan pemahaman bersama sangatlah 
penting dilakukan karena sering timbul perbedaan pendapat antar stakeholder dalam 
menangani masalah anak yang diakibatkan adanya perbedaan pemahaman antar stakeholder 
dalam melihat suatu permasalahan sehingga jika dibiarkan maka akan timbul sebuah 
perpecahan di tubuh kemitraan KLA. Cara yang dilakukan oleh Bapermas PP, PA dan KB 
Kota Surakarta didalam membangun pemahaman bersama diantaranya menurut Ibu Kristiana 
yang sehat bagi anak draft Raperda 
tentang Lingkungan 
Sehat Bagi Anak 
lingkungan 
rumah dan 
sekolah yang 
sehat bagi anak 
2. Menciptakan 
Area Bebas Bagi 
Anak 
3. Melarang Anak-
anak <18 tahun 
merokok 
- Badan Lingkungan 
Hidup 
- Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan 
- Dinas Tata Ruang 
Kota 
- Bagian Hukum dan 
HAM 
 Adanya penambahan dan 
peningkatan layanan 
Posyandu, kader kesehatan 
dan kader Posyandu 
1. Reorganisasi 
kader Posyandu 
2. Pelatihan Kader 
Posyandu 
3. Penambahan 
jumlah Posyandu, 
Kader Kesehatan 
dan Kader 
Posyandu 
4. Pelatihan 
Penanganan 
Kekerasan 
Terhadap Anak 
 2009-2015 APBD - Dinas Kesehatan 
- PKK 
- Bapermas PP, PA dan 
KB 
- PTPAS 
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TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA 
SURAKARTA 
adalah dengan memberikan pembekalan-pembekalan kepada seluruh stakeholder mengenai 
KLA dan juga melakukan diskusi kajian dengan menghadirkan para ahli dari berbagai bidang 
yang terdiri dari akademisi dan praktisi. Dari diskusi dan kajian tersebut maka akan diperoleh 
pemahaman bersama yang benar mengenai anak dan permasalahannya serta bagaimana 
penanganannya dalam konteks perwujudan KLA. 
d. Governance 
- Boundary dan Exclusivity: Dalam kemitraan Kota Layak Anak (KLA) seluruh 
lembaga/ institusi yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Surakarta 
diwajiibkan untuk menjadi anggota dalam tim pelaksana pengembangan 
KLA hal ini dilakukan untuk memperkuat peran Pemerintah Kota Surakarta 
dalam program pengembangan KLA. Kemudian seluruh lembaga non 
pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap anak dapat ikut menjadi 
anggota tim pelaksana pengembangan KLA di Kota Surakarta. Hal tersebut 
dapat dilihat dalam gambar 3.3 tentang susunan anggota tim pelaksana 
pengembangan KLA di bawah ini. 
Gambar 3.3. 
Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (PKLA) 
Kota Surakarta 
 
Sumber: 
Diolah dari 
Arsip 
Bapermas 
PP, PA dan 
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KB Kota Surakarta 
- Rules: dalam kemitraan KLA masih belum memiliki aturan-aturan yang 
mengikat sehingga bentuknya masih berupa team work (tim kerja) yang tidak 
memiliki aturan yang mengikat dan semuanya didasarkan kepada 
kepercayaan kepada masing-masing anggota tim. 
-  Self determination: dalam kemitraan KLA penentuan bagaimana jaringan 
akan dilaksanakan dan dijalankan serta siapa saja yang diijinkan untuk 
menjalankannya hal ini ditentukan dalam komitmen bersama antara 
Pemerintah Kota Surakarta dan stakeholder yang dilakukan sebelum 
ditandatanganinya Nota Kesepakatan No.486 tentang tim pelaksana 
pengembangan KLA Kota Surakarta. 
- Network management: dalam pengelolaan jaringan kemitraan di kemitraan 
KLA masih belum memiliki hal tersebut karena waktu yang dimiliki 
hanyalah beberapa tahun saja sehingga masih dalam proses mencari bentuk 
pengelolaan yang cocok untuk mengatur dan mengelola kemitraan KLA. 
e. Berbagi Informasi 
Pertukaran informasi dalam konteks mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota 
Surakarta sangatlah penting oleh karena itu maka kelancaran dalam penyebaran informasi 
juga menjadi sangatlah penting dalam kemitraan KLA. Sehingga sangatlah penting bagi 
Bapermas PP, PA dan KB membangun jalur penyebaran informasi di antara stakeholder agar 
dapat terbangun kemitraan yang berhasil. Untuk tujuan tersebut maka dibutuhkan komunikasi 
yang baik antar stakeholder karena dengan komunikasi yang baik maka informasi yang 
dimiliki oleh masing-masing stakeholder dapat diakses dengan cepat oleh stakeholder 
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lainnya. Namun dalam kemitraan KLA hal ini masih belum terlihat karena komunikasi yang 
dipakai oleh Bapermas PP, PA dan KB masih sepenuhnya menggunakan metode formal 
seperti rapat-rapat koordinasi yang dilakukan antara koordinator pokja dan koordinasi 
bersama dengan seluruh stakeholder. Metode ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang 
kemudian dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam stakeholder mengakses informasi. 
Kekurangan-kekurangan tersebut disampaikan oleh Ibu Eva dari P3G, Mbak Rita dari 
Yayasan KAKAK, dan Mas Abidin dari Yayasan SARI sebagai berikut: 
Ibu Eva: 
“Rapat-rapat koordinasi jarang sekali dilakukan padahal semestinya tiga 
bulan sekali dijadwalkan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh 
anggota tim, ini karena kadang waktunya ngga pas sehingga banyak anggota 
yang tidak hadir kemudian dibatalkan selain itu jika Bu Kris tidak datang 
maka rapat pun batal soalnya yang memegang konsep KLA di Bapermas itu 
ya ibu Kris kalau yang lainnya masih belum paham bener” (Wawancara, 30 
Maret 2010) 
 
Mbak Rita: 
“kalau koordinasi jarang mas karena banyak kendala dalam mengumpulkan 
seluruh anggota tim pelaksana, selain itu koordinasi kadang sering tidak jadi 
karena Ibu Kristiana tidak hadir sedangkan orang dari Bapermas yang lain 
kurang menguasai konsep KLA”(Wawancara, 17 Maret 2010) 
 
Mas Abidin: 
“(pelaksanaan koordinasi) tidak mesti, ya masih tergantung kebutuhan. 
Kadang-kadang birokrasi kita masih terganjal pada permasalahan 
kesukaran anggaran, ketika ada anggaran yang muncul baru kemudian 
dilakukan koordinasi. Kemudian itulah yang menjadi masalah” (Wawancara, 
24 Maret 2010) 
 
selain itu Ibu Kristiana pun mengakui bahwa dalam koordinasi yang dilakukan masih 
kurang efektif dilaksanakan. Hal ini menurut beliau karena beberapa bulan ini Bapermas PP, 
PA dan KB Kota Surakarta memiliki agenda-agenda yang banyak sehingga tidak dapat 
melakukan koordinasi bersama, selain itu juga menurutnya disebabkan terlalu banyaknya 
stakeholder sehingga untuk mencari waktu yang pas itu sangatlah sulit. Peneliti pun 
merasakan adanya alur informasi yang terhambat dalam kemitraan KLA, contohnya adalah 
ketika peneliti bertanya mengenai tujuan-tujuan bersama dari kemitraan KLA, setiap 
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stakeholder eksternal yang peneliti wawancara memiliki jawaban yang sama yaitu tidak 
mengetahuinya. Padahal tujuan-tujuan bersama tersebut sangatlah penting bagi seluruh 
stakeholder untuk mengetahui dan memahaminya agar seluruh stakeholder dapat 
melaksanakan kegiatan dan program untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara 
bersama tersebut. 
B. Hambatan-Hambatan yang Timbul Selama Pelaksanaan Kemitraan KLA 
Seperti halnya dengan setiap pelaksanaan kemitraan pada umumnya, dalam kemitraan 
KLA Kota Surakarta juga menemui hambatan-hambatan yang muncul saat pelaksanaannya. 
Hambatan-hambatan yang  muncul dalam kemitraan KLA berasal dari komunikasi dan 
sumberdaya yang diakibatkan dari faktor budaya organisasi dan faktor institusi. Faktor-faktor 
tersebut bagaikan dua sisi koin yang saling berlawanan karena disatu sisi faktor-faktor 
tersebut dapat menjadi faktor pendukung namun disisi yang lain dapat menjadi faktor 
penghambat bagi pelaksanaan kemitraan KLA Kota Surakarta, berikut akan diuraikan satu 
persatu: 
1. Komunikasi 
Komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung sekaligus juga faktor 
penghambat keberhasilan sebuah kemitraan hal ini disebabkan banyaknya informasi dan 
pengetahuan yang dapat disampaikan melalui komunikasi tersebut sehingga penting agar 
komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Namun dalam kemitraan atau tim pelaksana 
pengembangan KLA komunikasi berjalan kurang lancar hal ini disebabkan oleh berbagai hal 
diantaranya adalah: 
a. Menurut Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta hal ini disebabkan terlalu 
banyaknya anggota kemitraan/tim pelaksana pengembangan KLA sehingga sulit 
untuk melakukan koordinasi bersama yang seharusnya dijadwalkan dilakukan 
setiap tiga bulan sekali. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu kristiana sebagai berikut: 
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“ini (Koordinasi yang terhambat) disebabkan karena jumlah tim pelaksana 
terlalu besar sehingga sulit untuk mengumpulkan seluruhnya untuk 
melakukan koordinasi” (Wawancara, 15 April 2010) 
Hal tersebut terjadi karena model ataupun bentuk komunikasi yang digunakan oleh 
organisasi-organisasi birokrasi pada umumnya adalah dengan bentuk komunikasi 
formal yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh 
anggota stakeholder. 
b. Sedangkan Mas Abidin dari yayasan SARI menduga bahwa komunikasi yang 
berjalan terkendala oleh permasalahan anggaran akibat dari birokrasi yang berbelit-
belit sehingga pelaksanaan koordinasi sering terlambat dilakukan yang berakibat 
kepada terhambatnya proses komunikasi. Berikut yang diungkapkan oleh Mas 
Abidin dalam wawancara yang dilakukan: 
“(pelaksanaan koordinasi) tidak mesti, ya masih tergantung kebutuhan. 
Kadang-kadang birokrasi kita masih terganjal pada permasalahan 
kesukaran anggaran, ketika ada anggaran yang muncul baru kemudian 
dilakukan koordinasi. Kemudian itulah yang menjadi masalah” (Wawancara, 
24 Maret 2010) 
 
c. Sedangkan stakeholder lain menganggap kendala yang timbul dalam 
komunikasi disebabkan adanya sumberdaya dari Bapermas PP, PA dan KB 
Kota Surakarta sebagai leading sector tim pelaksana pengembangan KLA yang 
kurang menguasai konsep KLA. Sehingga rapat koordinasi sering tidak jalan 
dan proses komunikasi jadi terhambat. Hal ini seperti yang diungkap oleh Mbak 
Rita dari Yayasan KAKAK: 
“kalau koordinasi jarang mas karena banyak kendala dalam mengumpulkan 
seluruh anggota tim pelaksana, selain itu koordinasi kadang sering tidak jadi 
karena Ibu Kristiana tidak hadir sedangkan orang dari Bapermas yang lain 
kurang menguasai konsep KLA”(Wawancara, 17 Maret 2010) 
 
2. Sumber daya 
Hal lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kemitraan KLA adalah 
kurangnya sumberdaya berupa pendanaan dan juga SDM. Dalam masalah pendanaan ataupun 
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anggaran hal ini terlihat dari anggaran, dalam melaksanakan koordinasi dan kegiatan lain, 
yang sering terlambat cair sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan koordinasi dan 
pelaksanaan program/kegiatan dari jadwal yang telah direncanakan. Hal ini seperti yang telah 
diungkapkan oleh Mas Abidin dari yayasan SARI pada  
Kemudian dari masalah sumberdaya manusia hal ini terlihat dari kurangnya 
pengetahuan dari tenaga pelaksana terutama yang berasal dari organisasi/lembaga/institusi 
pemerintah dalam memahami konsep KLA dan pengarusutamaan anak sehingga 
menyebabkan program pengembangan KLA Kota Surakarta menjadi tidak sesuai dengan 
yang diharapkan yaitu menjadikan Kota Surakarta sebagai kota yang ramah anak seperti yang 
diungkapkan oleh Mas Abidin dari Yayasan SARI berikut ini: 
“Cuma ada beberapa sisi lemahnya yaitu pada persoalan untuk menangkap gagasan 
atau ide tersebut karena adanya semacam kesenjangan antara kemampuan 
sumberdaya yang dimiliki oleh teman-teman yang berada di NGO maupun dengan 
teman-teman yang ada di Birokrasi. Kemampuan yang berbeda tersebut yang 
kemudian menjadi kesenjangan, sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan itu 
belum tentu bisa diterima secara baik oleh pemerintah” (Wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Selain itu mbak Rita juga mengungkapkan hal yang senada dengan Mas Abidin 
mengenai kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pelaksana dari instansi-instansi 
pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Rita sebagai berikut: 
Mbak Rita dari Yayasan KAKAK: 
“benar mas ada sebagian petugas pelaksana tim pengembangan KLA yang belum 
memiliki pengetahuan serta menguasai konsep KLA sehingga membutuhkan 
penyesuaian dan hal ini menimbulkan kendala dalam pelaksanaan di lapangan, 
contohnya saja dalam pembinaan anak jalanan kalau dari kami yah.. anak jalanan 
termasuk anak-anak juga sehingga tetap membutuhkan bimbingan dan perlindungan. 
Tapi dari lembaga yang lain menganggap mereka sebagai pelanggar ketertiban 
sehingga perlu ditertibkan. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala dalam 
pelaksanaan perlindungan anak.” (Wawancara, 17 Maret 2010) 
 
Beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam sumberdaya 
manusia didalam tim pelaksana pengembangan KLA sehingga dalam menyikapi suatu 
masalah pun hasilnya akan menjadi berbeda pula. Namun hal ini telah disadari oleh 
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Bapermas PP, PA dan KB sebagai leading sector KLA sehingga memutuskan untuk 
mengadakan pembekalan berupa training (pelatihan) kepada seluruh tim pelaksana 
pengembangan KLA dan juga dengan mengadakan workshop yang menghadirkan para ahli 
untuk membahas hal-hal yang masih menjadi silang pendapat dari masing-masing tim 
pelaksana. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kris dari Bapermas PP,PA dan KB 
berikut ini: 
“memang silang pendapat di antara tim pelaksana kadang terjadi mas, sehingga 
untuk mengatasinya kami sering melakukan diskusi.. Selain itu seluruh tim juga 
dibekali dengan pelatihan-pelatihan.. Untuk perbedaan pendapat yang masih terjadi 
dalam penyelesaian masalah anak seperti anak jalanan maka kita adakan workshop 
yang khusus membahas hal tersebut dengan mendatangkan ahli dari kalangan 
akademisi sehingga akan didapat pengertian bersama mengenai anak jalanan 
tersebut, nah setelah didapat pengertian bersama tadi.. selanjutnya kita cari 
solusinya apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut dan kita 
diskusikan lagi sehingga didapat solusi yang baik untuk mengatasi anak jalanan 
tersebut contoh masalah yang telah dapat di selesaikan adalah permasalahan 
kekerasan terhadap anak yang kemudian kita bentuk lembaga KIPPAS.” 
(Wawancara, 15 April 2010)  
 
Walaupun dari sisi sumberdaya terdapat kelemahan namun ternyata dalam kemitraan KLA  
hal tersebut dapat disiasati dengan inovasi dari Bapermas PP, PA dan KB sebagai leading 
sector dalam memberikan solusi bagi penyelesaian masalah tersebut. 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Kemitraan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta merupakan sebuah komitmen 
yang telah dibangun antara Pemerintah Kota Surakarta dengan seluruh stakeholder baik itu 
internal maupun eksternal yang berada di wilayah kota Surakarta. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Dianalisis dari beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 
menentukan keberhasilan kemitraan KLA Kota Surakarta maka beberapa hal yang 
dapat peneliti peneliti peroleh adalah sebagai berikut:  
a. Dari struktur jaringan kemitraan KLA Kota Surakarta telah menunjukan 
adanya kesetaraan dengan berbentuk seperti hub. Hal ini menunjukan bahwa 
telah ada upaya dari pemerintah Kota Surakarta dan juga perangkat-perangkat 
di bawahnya untuk membuka diri dan menerima perubahan dengan struktur 
yang sejajar. Karena dengan struktur yang horisontal tersebut dapat membuka 
kesempatan bagi stakeholder untuk dapat saling belajar dari pengalamannya 
masing-masing khususnya menyangkut isu pengarusutamaan anak seperti 
yang diangkat dalam program KLA. 
b. Kemudian dilihat dari komitmen bersama diantara stakeholder, kemitraan 
KLA Kota Surakarta telah memiliki komitmen yang kuat karena seluruh 
stakeholder memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk menjadikan 
Surakarta sebagai kota yang ramah terhadap anak dan telah diwujudkan dalam 
penandatanganan Nota Kesepakatan No. 463/108 oleh seluruh stakeholder 
pendukung KLA di wilayah Kota Surakarta. 
c.  Dilihat dari kepercayaan diantara stakeholder kemitraan KLA Kota Surakarta 
telah menerapkannya dalam pembagian kerja dan dalam penanaman 
kepercayaan tersebut Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta memiliki 
fungsi penting didalamnya karena perannya sebagai leading sector menuntut 
Bapermas PP,PA dan KB untuk menjaga kemitraan agar tetap berjalan dengan 
baik dan berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang dapat 
menimbulkan hilangnya kepercayaan diantara stakeholder. 
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d. Kemudian dilihat dari elemen governance ternyata kemitraan KLA masih 
memiliki kekurangan-kekurangan yang dapat mempengaruhi keefektifan 
kemitraan KLA dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukan 
lemahnya kemitraan KLA dalam hal manejemen pengelolaan. 
e. Kemudian dari elemen berbagi informasi juga menunjukan adanya kekurangan 
dimana masih banyak kendala yang dialami oleh kemitraan KLA untuk saling 
berkomunikasi dalam menyebarkan informasi yang diperoleh. 
2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kemitraan KLA 
merupakan sebuah hal wajar terjadi dalam setiap pelaksanaan kemitraan. 
Permasalahan yang terjadi dalam kemitraan KLA adalah disebabkan oleh adanya 
komunikasi secara formal yang tidak lancar sehingga menghambat arus transfer 
pengetahuan dan sosial dalam kemitraan KLA. Permasalahan komunikasi tersebut 
diakibatkan kendala teknis yang disebabkan birokrasi yang berbelit-belit namun 
permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengadakan komuikasi secara 
informal sehingga dampak yang ditimbulkan oleh terhambatnya komunikasi secara 
formal dapat diminimalisir. Kemudian permasalahan yang tidak kalah pentingnya 
adalah permasalahan mengenai kurangnya orang yang menguasai konsep KLA di 
dalam tubuh institusi pemerintah sehingga menyebabkan tidak berjalannya program 
pengembangan KLA di institusi tersebut. Permasalahan ini diakibatkan adanya 
pemutasian yang biasa terjadi dalam institusi tersebut sehingga orang yang 
sebelumnya memegang jabatan tersebut dan mengetahui tentang konsep KLA 
dipindahkan kemudian digantikan dengan orang yang ternyata tidak atau belum 
mengetahui konsep KLA dan pengarusutamaan anak sehingga perlu dilakukan 
penjelasan kembali mengenai konsep KLA dan pengarusutamaan anak kepada 
pengganti tersebut. 
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Dari beberapa hal yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
kemitraan KLA Kota Surakarta masih kurang efektif dalam pengelolaan jaringan kemitraan 
akibat dari ketidak jelasan aturan yang ada dan dari manajemen jaringan yang buruk, 
kemudian hambatan juga dirasakan dalam penyebaran informasi yang diakibatkan adanya 
komunikasi yang terhambat. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti akan 
menyampaikan beberapa saran yang penulis ajukan mengenai pelaksanaan kemitraan KLA 
Kota Surakarta antara lain: 
1. Untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi yang terhambat yang disebabkan 
oleh adanya proses birokrasi yang berbelit-belit maka diperlukan adanya model 
komunikasi alternatif yaitu seperti pengadaan komunikasi secara informal, karena 
model komunikasi tersebut dapat lebih mendekatkan stakeholder dan tidak terikat 
oleh waktu sehingga dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan untuk permasalahan 
komunikasi yang terhambat karena diakibatkan adanya kekurangan tenaga pelaksana 
di tubuh leading sector dalam hal ini Bapermas yang menguasai konsep KLA perlu 
adanya sebuah proses pentransferan pengetahuan dan informasi dari tenaga pelaksana 
yang telah menguasai konsep KLA kepada tenaga pelaksana yang belum menguasai 
konsep KLA tersebut secara kontinyu. 
2. Kemudian solusi dalam mengatasi permasalahan yang timbul diakibatkan kekurangan 
sumberdaya khususnya tenaga pelaksana menguasai konsep KLA dan 
pengarusutamaan anak yang berasal dari institusi pemerintah maka hal ini 
memerlukan proses pentransferan yang secara kontinyu dari organisasi-organisasi 
yang berasal dari non pemerintah dan kemudian secara kontinyu dilakukan review 
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secara berkelanjutan dari leading sector untuk memberikan pemahaman kepada 
tenaga pelaksana pengganti dari institusi yang terkait. 
3. Dalam pengelolaan manajemen jaringan yang buruk maka penulis memberikan saran 
agar Bapermas PP, PA, dan KB sebagai leading sector perlu lebih mempersiapkan 
diri dalam hal pengelolaan manajemen kemitraan dan kemudian berusaha 
memperbaiki sistem pengelolaan manajemen jaringan kemitraan KLA Kota Surakarta 
yang buruk.  
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